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ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF GOVERNMENT REGULATION
NUMBER 46 YEAR 2007 REGARDING FREE TRADE AND FREE
PORT ZONE OF BATAM

IRFAN SYAKIR WIDYASA
Universitas Terbuka
irfanwidyasa@gmail.com

Batam since its founding has been designed as an internationally-competitive
Industrial Development Area. Various economic incentives have been provided
for Batam starting from the exemption of VAT, PPnBM, and import dutys. In
addition, the government has granting the status of Free Trade Zone and Free Port
Zone since 2007 for a period of 70 years.

With various fiscal incentives given, the development of Batam is not in
accordance with the initial ideas of development. Even the development of Batam
has continued to decline in recent years. This can be seen from the slowing down
of the economic growth, the decrease of export-import numbers and low rate of
population growth of Batam.

This study examines how the implementation of the Government Regulation
Number 46 of 2007 on Free Trade Zone and Free Port Zone of Batam. The
analytical instrument in this study is the Public Policy Implementation Theory by
Merilee S Grindle.

The implementation of public policy is examined from 6 (six) content policy
as variables those influence such us interest affected, type of benefits, the extent
of change envision, the site of decision making, program implementer, resources
commited and 3 (three) context policy variables: power, interest, and strategy of
actor involved, institution and regime characteristics, and compliances and
responsiveness.

Keywords: public policy implementation, Merilee S. Grindle, Batam Free Trade
Zone
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ABSTRAK

IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 46
TAHUN 2007 TENTANG KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS
PELABUHAN BEBAS BATAM

IRFAN SYAKIR WIDYASA
Universitas Terbuka
irfanwidyasa@gmail.com

Batam sejak awal pendiriannya didesain untuk menjadi Daerah
Pengembangan Industri berdaya saing international. Berbagai insentif
perekonomian telah diberikan bagi Batam mulai pembebasan PPn, PPnBM, dan
bea masuk. Ditambah pemberian status sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan
Pelabuhan Bebas sejak tahun 2007 untuk jangka waktu 70 tahun.

Dengan berbagai insentif fiskal yang diberikan, perkembangan Batam tidak
sesuai dengan cita-cita awal. Bahkan perkembangan Batam terus menurun dalam
beberapa tahun terakhir. Hal ini dapat dilihat dari melambatnya pertumbuhan
ekonomi, perkembangan angka ekspor-impor dan pertumbuhan penduduk Batam.

Penelitian ini mengkaji bagaimana implementasi Penetapan Peraturan
Pemerintah nomor 46 tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas Pelabuhan
Bebas Batam. Sebagai pisau analisis yang digunakan yaitu Teori Implementasi
Kebijakan Publik oleh Merilee S Grindle.

Implementasi kebijakan publik dikaji dari melalui 6 variabel isi kebijakan
(content of policy) yang mempengaruhi yaitu interest affected (kepentingan-
kepentingan yang mempengaruhi), fype of benefits (tipe manfaat), extent of
change envision (derajat perubahan yang ingin dicapai), site of decision making
(letak pengambilan keputusan), program implementer (pelaksana program),
resources commited (sumber-sumber daya yang digunakan) dan 3 variabel
lingkungan kebijakan (context of policy) yaitu : power, interest, and strategy of
actor involved (kekuasaan, kepentingan-kepentingan, dan strategi dari aktor yang
terlibat), institution and regime characteristic (karakteristik lembaga dan rezim
yang berkuasa), dan compliance and responsiveness (tingkat kepatuhan).

Kata kunci : implementasi kebijakan publik, Merilee S. Grindle, FTZ Batam
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BAB 1V

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Kronologis Kebijakan Pemba_ngﬁ nan Batam
4.1.1. Latar Belakang Pengembangan Batam

Penentuan Kebijak-an, femBaﬂgqnan Pulau Batam dengan luas 415 KM2,
suatu pulau yang tidak mempunyai_‘ SDA dan SDM hanya dihuni sekitar 7.000
penduduk (1971) dengan maté peﬁcahafian sebagai nelayén dan ‘petani kelapa
serta kebun karet, merupakan _keputq,san Pemerintahan dengan kepemimpinan
yang cerdas, visioner, berani, tegas dan konsisiten.

Cerdas, karena tidak melihat SDM dan SDA tetapi “letak nilai strategis
Pulau Batam yang terletak di Selat Siﬁgapﬁra di salah satu alur pelayaran teramai

di dunia” seperti terlihat di peta.

Gambar 4.1
.Peta Posis: Strategis Pulau Batam

Sumber : BP Batam, 2018 -
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Visioner, melihat jauh kedepan tidak terpaku potensi Pulau Batam yang

tidak kelihatan saat itu.

Berani, karena dengan parameter perencanaan para ahli Indonesia dan standar
pengajuan anggaran saat itu, pembangunan Pulau Batam yang tidak mempunyai

atau memenuhi kriteria apalagi sebagai Proyek Pembangunan Nasional.

Tegas, sekali diputuskan tetap ke tujuan dengan selalu mencari solusi dan

men-design peraturan untuk menghilangkan hambatan itu.

4.1.2. Awal Pengembangan Batam

Pulau Batam pertama dibangun berdasarkan Keppres No. 65 Tahun 1970
Tanggal 19 Oktober 1970 Tentang Pelaksanaan Projek Pembangunan Pulau
Batam, yang menetapkaﬁ pada tahap pertama dibatasi untuk projek-projek yang
ada hubungannya dengan kedudukan pulau Batam sebagai basis logistik dan
operasionil bagi usaha-usaha yang berhubungan dengan eksplorasi dan
eksploitasi minyak dan gas bumi, sebagaimana telah direncanakan dan telah
dimulai pelaksanaannya oleh Perusahaan Negara Pertambangan Minyak dan Gas
Bumi Nasional (P.N. Pertamina), administrasi Pemerintahan di Pulau Batam
masih terdiri dari 5 (limé) Desa, Pulau Buluh, Patam, Nongsa, Kabil dengan Kota
Kecamatan di Belakang Padang seperti terlihat pada peta dengan penduduk
sekitar 7.000 penduduk terdiri dari beberapa suku, dengan mata pencaharian,

nelayan, petani/berkebun kelapa dan karet.

45
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Gambar 4.2 .
Peta Administrasi Pulau Batam Tahun 1970

—r

ot umecr e [57]mment D
Sumber : BP Batam, 2018

Satu tahun kemudian, tepatnya tgl 26 Oktober 1971, rencana itu

dikembangkan dengan menjadikan sebagian dari Pulau Batam ditetapkan sebagai

Daerah Industri. Sebagaimana dimaksud dalam Keppres Nomor 74 Tahun 1971

Tentang Pengembangan Pembangunan Pulau Batam. Beberapa ketentuan dalam

Keppres 74/1971 ini antara lain:

1) Status Khusus Sebagai  Entreport Partikelir Berdasarkan Ketentuan-
Ketentuan Dalam Reglemen A Dari Ordonansi Bea (Pasal 2 ayat 1).

2) Dibentuk Badan Pimpinan Daerah Industri Batam, Jang Selanjutnja
Dalam Keputusan Presiden Ini Dibuat Badan Pimpinan, Jang Merupakan

Badan Penguasa (duthority) Daerah (Pasal 3 ayat 1).

3) Badan Pimpinan berkedudukan dibawah dan bertanggungdjawab

kepada Presiden (Pasal 4 ayat 2) dan Dr. Jbnu Sutowo, Dirut Pertamina
ditunjuk sebagai Ketua Badan Pimpinan.

4) Tugas Badan Pimpinan dimaksud di Pasal 3 adalah:
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a. merencanakan dan mengembangkan pembangunan industri serta
prasarana jang diperlukan di Daerah Industri Pulau Batam Berdasarkan
Suatu Rencana Induk Yang Disetujui Oleh Presiden (Ayat 1).

b. menampung dan meneliti permohonan izin usaha  jang
diadjukan oleh para pengusaha industri serta mengadjukan kepada
instansi-instansi yang berwewenang guna memperoleh persetujuan
atau izinnya sesuai dengan peraturan-peraturan jang berlaku (Ayat
2).

c. mengawasi pelaksanaan projek-projek industri yang dibangun agar
dapat berjalan dengan lancar dan teﬁib sesuai dengan rentjana (Ayat
3).

5) Kewenangan Badan Pimpinan di Pasal 6 adalah:

a. Mengadakan hubungan dengan semua instansi pemerintahan
tingkat pusat atau daerah serta pengusaha-pengusaha jang ada
hubungannja dengan pengembangan daerah industri tersebut.

b. Mengkoordinir kegiatan pejabat-pejabat dari instansi-instansi
pemerintah  jang  ditugaskan dalam rangka pelaksanaan

pembangunan projek-projek di daerah industri tersebut.

Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Keppres No. 74 Tahun 1971 tersebut segera
dibuat Rencana Induk oleh konsorsium konsorsium Pertamina-Nissho Iwai-
Pacific Bechtel yang mana segera dibuat Master Plan Batam Industrial

Development.
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Gambar 4.3
Peta Master Plan Pembangunan Pulau Batam Tahun 1971

Sumber : BP Batam, 2018

Dalam Development Strategy, Executive Summary Master Plan Batam
Industrial Development ini merupakan Master Plan pertama Batam Authority
tercantum visi atau tujuan Pembangunan Batam yang mengatakan:

“The Government of Indonesia wishes to develop Batam Island Industrially as
a part of abroad program to improve the Indonesian Economy, increase foreign

exchange earnings, create more employment. and effect a shift in population from
more crowded areas to those less populated”

Dari Fakta hukum pembentukan dan tujuan yang tercantum dalam Keppres
No. 74 Tahun _1971 Kawasan Industri Pulaua Batam adalah Proyek Nasional
dengan Kawasan Khusus terlihat dari ciri-ciri:
1) Kawasan Industri Pulau Batam, dibentuk oleh Pemerintah (Keppres) di
wilayah Kabupaten/Propinsi untuk menjalankan Pemerintahan Khusus bagi

kepentingan Nasional, sebagaimana pengertian Kawasan Khusus dalam
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peraturan perundang—undangér; Pasal 1 butir 19 UU 32/2004 Tentaﬁg 7

Pemerintahan Daerah jo Pasal 1 butir 42 UU 23/2014 Tentang Pemerintahan

Daerah.

~2) Tujuannya jelas untuk kepentmgan Nasional seperti yang tercantum daLun

Master Plan 1972, dan men_]al.a.nkan Daerah Indus_trl Pulau Batam Terseb
Mempunyai StatﬁsKhusus, status _sébagai Entrepot Partikelir.

3) Rencana Induknya harus dlSth]l]l ?;‘esiden sama halnya Rencana Tata Ruarg
Nasional.. o N

4) Badan Pimpinan Daerah L'Jdustr] Batam, merupakan Badan Penguaua
(Authorzty) Daerah dlangkat dan bertanggung Jawab Kepada lepmdn
Nasional/Presiden, yang kemudlan berubah menjadi Otorita Pengemban;,an
Daerah Industri Pulau Batam (Otorlta Batam) yang ditetapkan berdasarkan

Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1973.

4.1.3 Otorita Pengembangan Daérah_ Industri Pulau Batam

Dinamika pemikiran pengefﬁbangan Pulau Batam bexjafan sangat c:epat_'

. karena hanya dalam waktu 2 (dua) tahun, Pulau Batam yang tadinya hanva '

sebagian yang dikembangkan, tetéf) dengan Keppres 41 Tahun 1973 seluruh Pulan
Batam ditetapkan sebagai Daelah Indusm Pulau Batam (Pasal 1) dengan

pembentukan Otorita Pcngembangan Daerah Industri Pulau Batam dlsmgkat

* Otorita Batam (Pasal 2) dengan ketentuan—ketentuan lebik rinci serta pembentukan
Badan Otorita Pengembangan Daerah Industri Batam (Disingkat Otorita Batam) .

dengan Badan Pengawasan terdir‘_i;‘ﬂaﬁ_ beberapa Menteri dilengkapi Tim Asistensi L

terdiri dari para Dirjen dari Depaftemen yang terkait kegiatan pengembangarf dan - _

pengelolaan Batam sebagai Daerzih.lhdﬁstri.
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Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam adalah penguasa
- yang 'bertahggungjawab atas pen'gem'bangan" penunibuhan Daerah Industri Pulau

: '_.Bata.m dan mempunyai tugas sebagai bérikuf_: :

Mengembangkan dan mengendalikan pembangunan_ Pulau Batam sebagai

P.

suatu Daerah Industri;
“b.  Mengembangkan dan mengendalikan kegiféljan-kegiatan pengalih-kapalan
'(franshipmenl) di Pulau Batam; . ' v

-¢c. Merencanakan kebutuhan prasé}r_a_na dan "ﬁéngu§ahaan instalasi-instalasi

pfasarana dan fasilitas lainnya;

.:d. Menampung -dan meneliti permohonan izin usaha A.-vyang diajukan oleh para

pengusaha serta mengajukannya l;é.;)éda_ir%stanSirinsténsi yang bersangkutan;
.'fe, Menjamin agar tata-cara perizinai.i dan:ﬁémbe:;ian jasa-jasa yang diperlukan
dalam mendirikan dan menjalapkan usaha d1 Pulau Batam dapat berjalan
lancar dan tertib, segala sesuatudy;‘ituntl’_l_k dééat .@enumbuhkan minat para
o péngusaha menanamkan modalnya"di PulauBatam
S Susuﬁan Ot.orita Pengembangan Daerah.In@étri ‘_I.’ulauABatam terdiri dari:
‘a. Seorang Ketua; -
':.b'. -Seorang Wakil Ketua;
c. Seérang Sekretaris.

Dalam pelaksanaan tugasnya, Otofiﬁi Péhgembangan Daerah Industri

‘~ .ﬁPulau Batam dibantu oleh suatu team-assistensi yap‘ig' terdiri dari unsur-unsur:
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a. Departemen Keuangan (Direktorat Jedral Pajak dan Direkti;)__rat Jendral Bea

dan Cukai);

: | b. Depalftem,e‘h-Pe;hubungan (Direktorat Jendral Perhhbunﬁ;in Lf;lﬁt);

C.. Depart'emeﬁ Pef&aggngén (Direktorat Jendral Perdagangéﬁ); E

d. Dep-ar_tem-‘éﬁ T%:_I.laga Kerja, Transmigrasi dan I(:Opeféﬁi (Iii%ehprat Jendral
o Pembinag-lggitzlanv: Penggunaan Tenaga Kelja); o |

e. 'Dep.éi'tf:n;e.:'ll)' Délam Negeri (Direktorat:J: endral Ag.>gr~aria-)j;."

f. De;ganelﬁé;ﬁ Kéhakinian (Direktorat Jéndrai Imig’raisi). o

Dalam pelaksanaan tugasnya, Otorita Pengembangan Daerah Industri

* Pulau Batam. bertanggung]awab kepada Pre51den

Dalam-?' 'pelziksanaan tugasnya se_hari-hari Otorita Péngeﬁibangan Daerah
Industri Pulau Batam menerima dan méngindahkan petunjuk-putunjuk yang

diberikan :oleﬁ Dewan Pengawas Daerah Industri Pulali Batam.

Perm#l'lkan dan penggunaan tanah di Daerah Inﬂu;sti;i Pulau Batam untuk
keperluan bangunan—bangunan usaha-usaha dan fasﬂltas fasﬂltas lainnya, yang
bersangkutan dengan pelaksanaan pembangunan Pulau Batam dldasarkan atas
suatu rencana tata—guna tanah dalam rangka pengembangan Pulaﬁ Batm menjadi

Daerah Industri.
Hal-hal yang bersangkutan dengan pengurusan tanah di dalam wilayah

Daerah 'industri_.Pufau Batam dalam rangka ketentuan tersebut pég}a ayat (1) pasal

ini diatur lebih lénjut oleh Menteri Dalam Negeri sesuai dengan peraturan
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perundang-undangan yang berlaku di bidang agraria, dengan ketentuan sebagai

berikut:
a. Seluruh areai tanah yang t_e:rlet_ak di Pulau Batam dise’ralnlkan,'den;gaﬁ hak
pengelolaan, .kepada Kétuq ,,.Otorita Pengembangan Daerah 1ndustri Pulau
Batam; | o " | -
b. Hak pengelolaan t:fcrsebi_l_ff péda sub a ayat ini 'mémbeﬁ wewenangﬂ kep?;cl__da
Ketua Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam ,unﬁlk‘:
1. merencanakan peruntukan dan penggunaan tanah tersebut;
2; menggunakan taéiah terse.ll)ut‘ untuk kepérluén pelé.ksanaan tugasr_iyé;

- 3. menyerahkan bagian-bagian dari tanah tersebut kepada pihak ketiga
giengan hak-_pakai sesua'i‘- dengan ketentuan-ketentuan Pasal 41 sampai A
dengan Pasal 43 'Un(iang—'undang Pokok Agraria;

4. meneérima uang pemasukan/ganti rugi dan uang wajib tahunan.

~ Apabila  diperlukan  untuk  melakukan kegiataﬁ—kegiatan bag1

pengembangan Pulau .BatalmA seBagai Daerah Industri, maika atas usul Otorita -

Pengembangan .Daeraﬁ Industri Pulau_ Batam wilayah-wilayah tertentu di dalam

Daerah Industri Pulau Batam dapat ditetapkan sebagai Wilayah-wilayah Usaha -
Bonded Ware house sebagaimana dimaksudkan, dalam Peraturan Pemerintah

Nomor 20 Tahun 1972.

Berdasarkan Pasal 7 ini, beberapa wilayah Kawasan Otorita Batam dijadikan
Wilayah Bonded Waré Ho‘z__i;e dan kemudian dengan Keppres 41 Tahun 1978, |

seluruh Batam ditetapkan sebagé’i_ Wilayah-wilayah Usaha Bonded Ware House.
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Sebagai Ketua‘bto‘ri?a Batam yang pertama ditunjuk Bapak Dr. Ibnu Sutowo
Direktur Utama Pertamina dan dengan demikian -seluruh Karyawan dan
Pembiayaan Otorita Batam semuanya oleh Pertamina sehingga Otorita Batam
waktu itu disebut dengan Pertamina Otbfitg Batam disingkat Pertamina/OPDIPB.
4.1.4 Pé‘rlambataniPembangunan Batam: (1975 -1978)

Menjelang tahun ahir tahun 1974, Pertamina sebagai tulang punggung dan
penghasil terbesar pendapatan Negara menga;lami krisis kevangan yang sangat
membebani dan mengguncang perekonomian NKRI.

Krisis keuangan Pertamina ini berdampak langsung terhadap Otorita Batam,
yang seluruh karyawan dan pembiayaannya berasal dari Pertamina sehingga turut
slow down dalam kegiatan Pembangunannya. Pésisi Otorita Batam saat itu
merupakan bagian kegiatan Pertamina di luar tupoksi Peﬁamina.

Untuk menangani krisis Pertamina ini, Pemerintah membentuk 3 Tim, salah

~ satunya adalah Tim II yang dipimpin/dikoordinir oleh J.B. Sumarlin, Menteri
Penertiban Aparatur Negara/ Wakil Ketua Bappenas untuk menegosiasi proyek

‘proyek Pertamina untuk diteruskan atau ﬁdak dilanjutkan.

: Banyak proyek-proyek besar pértamina yéng tidak diteruskan atau unit-unit
Pertamina yang dirasionalisasai tetapi Proyek Batam atas pengarahan Pimpinan

Nasional Presiden Socharto penggagas Pembangunan Batam, tetap diteruskan

‘ Walaupun dari skope kegiatan, materi dan personalia tidak berdampak jika tidak

diteruskan.

Konsekuensinya walaupun pada saat itu keuangan Pemerintah mengalami

" beban berat untuk mengatasi pembayaran utang-utang Pertamina, pembiayaan

Proyek Batam harus diambil alih Pemerintah dengan cara penyelesaian.
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Dalam menghadapi krisis besar yang: dihad_api akibat krisis keuangan

Pel“camma Premden RI bersikap tenang dalam memberlkan petun_]uk terhadap

' para Mentermya sebagaimana diceritakan dalam Buku “Mengungkap Fakta

Se}arah Pembangunan Batam dan salah satlmyq Va‘da,lah i)engarahan, Proyek -
B‘Watam diteruskan dengan mengambil alih pembiéyaéﬁﬂya. |
Seianjutnya tanggal 23 Juni 1976, I.B. Sum;ﬁlin'aiangkat menjadi Ketua
Otorlta Batam dengan Keppres No 80/M Tahun 1976 sampa1 dengan Tahun
1978
Perlode kepemimpinan. J.B. Sumarlin disebuf :,s.t:bégai periode Konsolidasi,
karena yang dilakukan pada saat itu mengkonsolidaSiké';l kegiatan-kegiatan yang
ber51fat pemeliharaan dan menata kepegawalan dalam keterbatasan pembiayaan
Pemermtah
415 R_evntallsilsi Pembangunan Batam Dan Periuasan Wilayah Kerja

" Pada tanggal 28 Agustus 1976, Prof. Dr. BJ. Habibi¢ Menristek/Ketua BPPT

: diémgk_at menggantikan J.B. Sumarlin sebagai Ketua_ Otorita Batam dengan

Keppres No. 194/M Tahun 1978 sampai dengan Tahun 1983 Ketua Otorita Batam

fokus dan mengutamakan perencanaan dan konsep pembangunan dengan

_ membuat Rencana Tata Guna Tanah Tahun 1979 oleh Cipta Karya sesuai amanah

dalam Pasal 5 Keppres 41/1973, Evaluaﬁi -,.I-\/Iaster Plan 1981 dan 1985, 1991 dan
Master Plan Barelang Tahun 1993.

Visi atau target pencapaian Pembangunan Ketua Otorita Batam yang
diéampaikan dalam rapat koordinasi tanggal. 21 Mel ;[ahun 1984 .adalah “pada
Tzhun 2006 atau Tahun 2010, Penduduk Batam akan :me@capai 800.000 orang dan

pa_ida saat itu status Batam sebagai Pemerintahan Daerah Khusus setingkat
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Propinsi, dan semua pegawai Otorita Batam diintegrasikan kedalam Pemerintahan
yang baru itw”

Dalam'pe;iode ini Otorita Batam, mengalami dué_; kéli_ perluasan wilayah

~ Kerjanya yaltu '

1. Keppres 56 Tahun 1984.
Per]uasan Wllayah Kerja Otorita Batam dengan Pulau Janda Berias, Tanjung

Sauh dan M”qm‘cj;, dan menetapkannya sebagai Wilayah Bonded. Ware House.

2. Keppres 28/1992
Perluasan ‘Wilayah Kerja Otorita Batam meliputi Rempang, Galang dan 38
p\'Jlau—‘purla\IA__ kem_l sekelilingnya dan menetapkannya s_ebagal 'Wllayah Bonded

Ware House.

Dengan ‘perluasan itu Master Plan Otorita Batam’ Juga ‘d-i__revisi meliputi
Rempang, G'alang serta 38 pulau-pulau kecil itu. |

Seterusnya tahun 1993 dibangun infrastruktur pokok yaifu. 6 buah jembatan
dari berbagal type dan jalan sepanjang 50 KM?, yang. menghubungkannya dengan
Pulau Batam sehmgga menjadi satu kesatuan pengembangan L

Menteri .Negara Agararia/Ka BPN kemudian mene;bltkan KMNA/KA BPN
No. 9-VIII—'1§93f Tentang Pengelolaan Dan Pengurusan Tanah Di Daerah Industri
Pulau Rexhi)ahg,. Pulau Galang Dan Pulau-Pulau Lain Di Sekitarnya, yang
memberikan Hak Pengelolaan kepada Otorita Batam L dengan persyaratan-
persyaratan. yang harus -dipenuhi oleh Otorita- Batam terlel_)ih dahulu untuk

penerbitan 'selti_ﬁkat HPL.
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4.1.6 Pembentukan Kotamadya Administratif Batam
Sejalan dengan Pembahgunan Batam diikuti dengan pertumbuhan pendliduk
yang cepat bukan Ak_érena tingginya kelahiran tetapi arus pendata_ﬁg ‘yang

umumnya pencari kerja.

Karena belum férsedianya perumahan yang dapat disewa mulailah

»pemb_angu'_nan mmah lia_r, yang mulanya di bagian dalam saja yang tjdak kelihatan
dari jalan,' tetapi lama kt_:l;;maan sudah mendekati akses jalan, sefnénfara dtorita
Batam tidak mémb_unyéi ‘aparat untuk menertibkannya. |

; Dengan konfiisi _i;[u, .I'(-etua Otorita Batam Prof. BJ. Habibie ﬁg:ngusulkén
kepada Pemerintaﬁ_ dalam "hal ini Presiden, agar ada Administrasi Pémérintahan

agar untuk mengunisi_ Pemerintahan khsusunya masalah kep'endudukan, setingkat

Walikota atau Bupa&i tetapl tidak ada dulu DPRD nya.
| Usul Ketuz:i. Ovtc:)ritaiBatam kepada Presiden, ditindak lanjuti Pemerintah
dengan PP. 34 tangggl 7 Desember 1983 membentuk Kotamadya'Advminist‘rétif
Batam yang wilay.ahll,lya. meiiputi seluruh Kecamatan Batam, yang sebagian besar
merupakan ;évila;la;l kelj]a Otorita Batam. | o

Di awal pembenfUica’lﬁnya sempat ada gejolak karené_i peméhﬁmén : yaﬂg
kura'ng pas mengeﬁa_a ‘I-ﬁiotémadya Administratif itu dibentuk deﬁgaﬁ énggapan
"Otorita Batam akaﬁ berada dibawah administrasi Pemen'n_tahén- Kbtarﬁadya

o Administratif Batam déngan mengacu Undang-undang Otonomi Daerah Nomor 5

Tahun 1974, bahwa . Kepala Daerah, adalah Penguasa Tunggal . bidang
Pembangunan dan Pemerintahan di Daerahnya. . —

Padahal tuJuan pembentukan Kotamadya Administratif Batam itu, adalah

untuk menunjangu_peia_k_sanaan Pembangunan Batam oleh Otorita Batam.
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Untuk melaksanakan koordinasi; pada tanggal 23 Januari 1984 diterbitkan

Keppres Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Hubungan Kerja Antara Kotamadya

Administratif Batam déngan -Ketu__a_ Otorita Batam.
Otorita Pengembangan _'Daérah Industri i’ulau Batam, yang _d_alarﬁ :
pelaksanaan tugasnya sehari-hari di i’ulau Batam dibantu oleh Badan Peiaksanai _
Otorita Pengembangan Daeraﬁ induétri Pulau Batam, adalah penanggung jawab-
pelaksanaan pehgembﬁn‘gan _ ﬁém_bangunan‘ Daerah Industri Pulau B,'atam: :
sebagaimana dimaksud ‘dalbavr‘n. K"eputﬁszin Presiden Nomor 41 Tahun 19;/3 tentang -
Daerah Industri Pulau Batam, béi_'dasarkan rencana yang ditetapkan Otorita Batam |

(pasal 1). .

Waliko’tainadya' Bat_a_rh ‘sebag:di Kepala Wilayah adalah Penguasa tunggal .
di bidang pemerintahan, dalam arti memimpin pemerintahan, membina kehidupan
masyarakat Kotamadya Batam d; segala bidang dan mengkoordinasikan bantuan

dan dukungan Pembangunan Daerah Industri Pulau Batam (pasal 2).

Untuk mencapai dayé guna dan hasil guna yang sebesaf—besarnya dalam .
penyelenggaraan pemerintaﬁap, pembangunan dan pembinaan kehidupan -
masyarakat di Daerah Industri Pulau Batam, diadakan kerjasama ‘yfing sebaik- '
baiicnya antara Otorita Péngeiﬁbarigan Daerah Industri Pulau Batam dengan
Pemerin'tah Kota}_rna(_iya .Batam; -sghihgg.z';: :;idak terjadi hambatan-hambatan dalam

penyelenggaraan tugas dan bertanggung jawab masing-masing (pasal 3).
- Kerjasama: sebagaimana’ciimaksud dalam Pasal 3, diatur sebagai berikut:

a. Rencana Induk Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam ditetapkan oleh

Presiden atas usul Ketua Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam;
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- b. Pengembangan- Kawasan Daerah Industri Pulau Batam dilaksanakan oleh

Otorita Pengéxhbangan Daerah Industri _Pu__léu Batam berdasarkan dan seéuai

dengan Rencana Induk;

Izin dan rekomendasi dalam Bidang j-?saha dan pengembangan industri
diselenggarakan secara fungsional oleh_ Ins-tansi yang beréangkutan, kecuali
izin dan rekomendasi dalam bidang' usaha dan pengembéngan daerah industri
yang menurut-ke;tentﬁan diliméahkéin i%épada Otorité Pengembangan Daerah

Industri Pulau Batam;

Otorita Pengembangan Daerah Industri Puiau Batam membantu kelancaran
pemasukan. sumber pendapatan Daerah dan-Negara yang berhubungan dengan
bidang tugasnya;

Pemerintah Kotamadya Batam dan ‘Ihstan_si-instansi Pemerintah lainnya
membanta  mewujudkan  tercapainya  tujuan  Pemerintah  untuk

mengembangkan Daerah Industri Pulau batam dengan memberikan

kemudahan—kerﬁudahan pelayanan P@méﬁntah dan perizinan;

Walikotamadya Batam bersama Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau

Batam secara periodik mengadakan rapat koordinasi dengan Instansi-instansi

Pemerintah laiqnya guna mewujudkan sinkronisasi program di antara mereka,
dan sejauh méizlgenai pelaksanaan pémbangﬁnan sarana, prasarana, ciafn
fasilitas lainnya yang diperlukan dalam raﬁgka pengembangan Daerah Industri
Pulau Batam, koordinasi te'rsebut.dilaksan.zikan oleh Otorita Pehgembangan

Daerah Industri Pulau Batam.
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g. Hubungan Kerja-yang diatur dengan Keppres 7 Tahun 1984 ini, dilakukan

Ket_iia Otorita Batam melalui Rapat Koordinasi ‘s_etiéi) bulannnya, dan setiap

R

'Rapjat selalu mengundang para menteri yang t_erkait déngan agenda rapat dan

beberapa duta besar Negara sahabat, serta tim asistensi interdept yang terkait.

. ‘Berdasarkan UU 53 Téhun 1999, Kotamadya Ba_tém ‘ditetapkan sebagai Kota
‘Batam dan berdasarkan Pasal 21 _hubungan' --Kerja antara Pemerintah Kota

-B_at'ém dengan Otorita Batam akan diatur d_er_fgarj_ Peraturan Pemerintah yang

sampai sekarang belum diterbitkan.

Untik mengantisipasi permintaan lahan untuk investasi yang cukup tinggi,
Pemerintah dengan Keppres 28 Tahun 1992, memperluas Wilayah Kerja

Otorita Batam dengan menambah Pulau Rempang, Pulau Galang dan Pulau

-Galang Baru serta.38 pulau-pulau kecil disekitarnya sehingga menjadi satu

kesatuan wilayah Kerja Otorita Batam dan Renca_né Iﬁduknya ditetapkan oleh
Presiden atas usul Ketua Otorita Batgfh (dictum .5), sementara masalah
pengelolaan pertanahannya diserahkan kepadalKepala_ BPN untuk pengaturan
lebih lanjpt (dictum 6).

Berdasarkan ketentuan dictum Keenam Keppre_s' 28 Tahun 1992 Kepala

Badan Pertanahan Nasional menindak lanjuti denéan menerbitkan Keputusan'

Meriter.i Agraria/KA BPN No. 9-VIII-Tahun 1993 tentang Pengelolaan Dan

Pengurusan Tanah Di Daerah Industri Pulau Rempang, Pulau Galang Dan

'Puléu—Pulau Lain Di Sekitarnya wilayah kerja Otorita Batam. -
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4.1.7 Pérkembzingan Batam di Awal Reformasi
4.1.7.1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999
Di _dalarp_-UU 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah disebutkan
dalam Pasal 119: | o
a. Ké:_weﬁangan Daerah Kabupaten dan' Daerah _Iéot;i, sebagaimana
di_n_;aksﬁd dalam Pasal 11 (Kewenangan Daerah Kabupaten'dan Daerah
Kota rr'ljencakup semua kgwenangan Vpemerintaha;l , séllail‘l' ‘kewenangan
yang dikecualikan dalam Pasal 7 dan yang diéﬁur 4'4da1am Pasal 9),
berlaku juga di kawasan otorita yang terletak:: d1 ~dalam Daerah
Otonom, yang meliputi “badan otorita, kawasan pelébuhan, kawasan
b:and.ar'- udara, kawasan perumahan, kawasan ir;’duétn', kawasan
perkebunan, kawasan pertémbangan, kawasan kehﬁtaﬁén, kawasan
pariwiséta,. kawasan jalén bebas hambatan, dan kéwasan lain yang
sejenis”.
b. Pcpga@an lebih lanjut, sebégaimana dimaksud. pada ‘ayat (1),
diteﬁpkm denéan Peraturan Pemerintah.
Jika memjuk kéténtuan ini semua kewenangéh ‘Otorita’ Batam
hapus dan Otorita Batam akan berada diba\’;'éh ‘administrasi
PemeriﬁtahADaeraAhi Kabupaten Kepulauan Riau, karena Kotamadya

Administratif Batam Bukan Pemerintah Daerah Otonom.

4.1.7.2. Undang—Undang' Nomor 53 Tahun 1999'Pembentukﬁn-Kdta Batam
Tetapi kelihatannya, Pemerintah berobah pikiran atau ada kekeliruan

mengenai keberadaan Otorita Batam sebagai proyek Nasional, sehingga

60

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43496.pdf

keberadaan Oforita Batarn dalam Pasal 119 UU 22/1999 ditinjau kembali

sebagaimana yéng: tercanfum dalam Pasal 21 UU 53/1999 yang menyebutk;in: N

(1) Dengan terbenfukhyé _VI-_'(ota Batam sebagai Daerah Otonom, Pemerintah
Kota Batam dala_in penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di

daerahnya mengikl_it sertakan Badan Otorita Batam.

(2) Status dan kéduquan Badan Otorita Batam yang mendukung kemajuan
Pembangunan Na‘s'_iénal; dan Daerah sehubungan dengan tJndéng—Undang.

Nomor 22 Tahu_ﬁ 1999 tentang Pemerintahan Daerah perlu disempumakan.

(3) Hubungan kerja antara Pemerintah Kota Batam dan Badan Otorita Batam

diatur lebih lanjut dé;ngan Peraturan Pemerintah.

(4) Peraturan Peiner_intah sebagaimana dimaksud pada vayat (3), harus
diterbitkan sclambat-lambatnya  dua belas bulan sejak tanggal

diresmika.nnya-Kota Batam.

4.1.8. Perkembangan Bat;mi Sebagai Free Trade Zone

o Tujuan pengembangan Eamm menjadi Kawasan Perdagangan Bebés .dan
Pelabuhan Bebas Batém ,- adalah pengembangén leb-ih- lanjut dari ngasan
Bétam dengén merriBt_:ri insentif ﬁskal bagi investasi Amelalui pembebasan bea
’masuk bagi bah'ar}.da'_rj modal yang bertujuan untuk produksi sehingga akan
meningkatkan kétersediéar;- Lapangan kerja, pe-m.asukan. devisa dan.
meningkatkan prdduk domestic regional bruto.

e Kebijakan Pemerintaﬁ teksebﬁt meﬁgingat karena Batam telah mempunyai
banyak pengalaman sebégai Kawasan kegiatan industri dan manufaktur yang

berdaya saing selama tahun 1971 - 2005 melalui pengelolaan oleh OPDIP
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Batam. Untuk itu sesuai UU 36 Tahun 2000 jo UU 44 Tahun 2007 Pasal 4
yang berbunyi: Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas merupakan
wilayah Hukum Negara Kesatuan Repubhk Indonesia yang pembentukannya
dengan Peraturan Pemerintah, maka 'dlterbltkan PP No. 46 Tahun 2007 jo PP §
Tahun 2011 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas
Batam Dalam Pasal 2A disebutkan “Pengelolaan pengembangan dan
pembangunan Kawasan Bebas dan Pelabuhan bebas Batam dilaksanakan oleh
Kepalé | Badanr Pengusahaan KaWa.sani'_.Per'daga-ngan Bebas dan Pelabuh_an
Bebas Batam™. -

e Dengan PP tersebut maka OPDI? Batam ditransformasi menjadi Badan
Pengusahaan Kawasan Perdagangan -.Bebz'is dan Pelabuhan Bebas Batam
dimana personil, asset, keuangan serta Hak Pengelolaan (HPL) OPDIP Batam

beralih kepada BP Batam

4.2. Kewenangan Pengelolaan Batami
4.2.1. Kewenangan di Bidang Tata Ruahé

Pasai 14 UUPA mengatakan "‘Pe’mefihtah ‘dalam rangka sosialisme
Indoﬁesia, membuat suatu rencana umum mengenai pérsedfaan, peruntukan dan
penggunaan bum1 air dan ruang angkasa kekayaan alam yang terkandung
didalamnya (ayat 1) dan berdasarkarle ;encana umum tersebut pada ayat (1) pasal .
ini, Pemerintah Daerah mengatur persediaan, peruntukan dan penggunaan bumi,

air serta ruang angkasa untuk daerahnya sesua1 dengan keadaan daerah masing-

masing (Ayat 1), yang dinamakan RTRW saat ini.
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4.2.1.1..Undang-Undang Tata Ruang yang Perta'ma (UU 24 TAHUN 1992)
e Pasal 1 butir 11 menyebutkan, “yanjg dimétk_suc_l dengan kawasan tertentu
: édalah kawasan yang ditetapkaﬁ secara nasional m_«empunyai nilai strategis
' yang penataan fuangnya dip’fioritaskgm” o
| . bidalam Uﬂdang-undang yang terbit kemudian, kawaéan tertentu ini
‘ dideﬁnisikan sebagai Kawasan Strategis'Naéionél (Pasal 1 butir 28 UU
:26/2007 Penataan Ruang) ,Kawasan Khusus‘(V;P'és;l 1 butir 17 UU 32/2004

jo Pasal 1 butir 42 UU 23/2014 Pemda.

4.2.1.2 Tata Ruang Daerah Industri Pulau Batam Yané Pertama
Dglam Pasal 5 ayat (1) Keppres 74/ 19?1 sudah di amanahkan pembangunan
_ Daerah Indsutri Pulau Batam didasarkan satu Reﬁ_c‘aﬁa Induk yang disetujui oleh
Presiden. _ |
a. Konsorsium Pertamina-Nisso IWai-PaciﬁclBechtel Corporation berdasarkan
 ketentuan ini, Konsorsium konsultan Pertamina, Nisso Iwai dan Pacific
Bechtel telah ditugasi dém Tahun 1572 telah menyelesaikan Rencana Induk

dimaksud yaitu Master Plan Batam. Industrial Development.

Gambar 4.4

[ LT v L

Sumber : BP Batam, 2018
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b. Dalam De{'elopment Strategy,Executive Summary Master- Plan Batam

Industrial DeVeIojirﬁent ini merupakari Master Plan pertama Batarh Authority

tercantum visi atau tujuannya yang mengatakan:

“The Govenment of Indonesia wishes to develop Batam Island Industrially
as a part of abroad program to improve the Indonesian Economy, increase
foreign exchange earnings, create more employment, and effect a shift in
Ppopulation from more crowded areas to those less populated”. '

3 Sejalan dengan pertumbuhan pembangunan, serta dan perubahan strategi

pembangunannya setelah Ketua Otorita Batam, Master Plan Tahun 1972 perlu
disesuaikan, sehingga Tahun 1979 Drijen Cipta Kérya -Dei) PU menyusun
Master Plan (Rencana Tata Guna Tanah Otorita Batam) ‘yang baru,- direvisi
lagi oleh Lclam"tel.(“ Ul Tahun 1981,1985, 1991 seterusnya dimasukkan dalam
RTRW Kotva Batam 2004-2014, Ranperda RTRW Kota Batam 2608-2028 dan

terakhir Perpres 87/2011 ttg RTR Kawasan Strategis Nasional Batam.

oo Gambar 4.5 .
Peta Tata Guna Tanah-Pulau Batam Tahun 1985 — 2005 .

Sumber : BP Batam, 2018
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Dengan _demikian sgmeﬂjak Tahun - 1972 Daerah Industri_ Otorita BatamA
melaksanakan program Pembangunan berdasarkan Rencana Induk, Master Plan |
dan RTRW yang sémuénya harus: disetujui | Presiden (Pémefintah) A,l'carena
statusnya dari sémula m_efﬁpakan Proyek Nasional bégim Pembangunan Nasiqn?l
dan terakhir dengan PP 26 Tahun 2008 tentang Tata Ruang Nasional ditetdpkan
sebagai Kawasan St_fateg_is Nasional (Pasal) daq Reﬁcan‘a Tata Ruahgnya
ditetapkan dengan Keputusan i_’residen. | | |
4.2.1.3. Rencana Tata ﬁﬁaﬁg .:Kawésan Strategis ferdagangan Bebas Dan
Pelabuhan Bebas Ba_tamA - - |
e Berdasarkan Lampiraﬁ X éngka 12 PP 26/2008) Tentang Rencana Tata Ruang

Nasional, Bétam telah, ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Nasional,
dengaﬁ demikian KPBPB Batam menjadi Kawasan. Stratégis Nasional (KSN)

PBPB Batam.

. Pasal 123 PP 28/2008 menyebutkan Rencana Tata Ruang, Pulau-pulau kecil

dan Kawasan Strategis Nasional ditetapkan dengan Peraturan Presiden.

e  Berdasarkan ketentuan' tersebut pada Pasal 123 PP 26/2008 tersebut >
Rencana Tata Ruang KSN-PBPB Batam ditetapkan dengan Perpreé 87'Tahun
2011, yang pembuatannya melalui pembahasan dengan Pemerintah Pusat,

Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemérintah Kota Batam dan stake holder di

KPBPB Batam.
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: : Gambar 4.6
- Peta Rencana Tata Ruang Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan
Bebas Batam Tahun 2011 - 2031

Suml.. . ... - 4 Viawuau £1CSIACH NOMOT ¥/ tahun 2011

Kesimpularl_:

Semenjak awal pembangunan Batam didasarkan atas Master Plan/Rencana
Induk/Rencana Tata Guna Tanah/Rencana Tata Ruang mulai Master Plan 1972
yang semuanya dibuat atas persetujuén atau ditetapkah oleh Presiden sehingga

merupakan salah satu ciri dari Kawasan Khusus atau Kawasan Strategis Nasional

yang menunjukkan Pembangunan Batam merupakan peroyek khusus Nasjonal.
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4.2.2. Kewenangan di Bidang Pertanahan

Pasal 33 ayat (3) UUD Tahun 1945 mengatakan, bumi dan air dan kekayaan
alam yang terkandung di dalamnya d1kuasa1 oleh negara dan dipergunakan
untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat kemudlan duabarkan dalam Pasal 2

Ayat (1) UUPA yang menyebutkan:

“Atas dasar ketentuan dalam Pasal 33 ayat-(3) Undang-Undang Dasar dan hal-
hal sebagai yang dimaksud dalam pasal 1, bumi, air dan ruang angkasa,
tenna'é.uk kekayaan alam yang terkandung didalamnya itu pada tingkatan

tertinggi dikuasai oleh Negara, sebagai organisasi kekunasaan seluruh rakyat.”

Penjelasan Umum UUPA, bagian II Dasar—dasar dari hukum agraria nasional
di angka (2), disebutkan b;;ihwa pengertian “dikuasai” dalam Pasal 2 ayat €y}
UUPA bukanlah b_erarti “dimiliki” glkan tetapi bengertian, yang memberi
wewenang kepada negara, sebagai organisasi kekuasaan dari Bangsa

Indonesia itu, untuk pada tingkat tertinggi: -

1. mengatur dan menyelenggarakan beruntukan, penggunaan, persediaan

dan pemeliharaannya.”

2. menentukan dan mengatur hak-hak yang dapat dipunyai atas (bagian

dari) bumi, air dan ruang angkasa itu.

3. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-
orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai buml air dan
ruang angkasa Segala sesuatunya dengan tujuan: untuk mencapai

sebesa_r-besar kemakmuran rakyat dalam rangka masyarakat yang adil

dan makmur (Pasal 2 ayat (2) dan (3))
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d. Kekuasaah Negara mengenai tanah yang sudah dipupyai orang dengan
i ) se’suétu hak dan kekuasaan Negara atas tanah yang tidak dipunyai dengan
sésuaf'u hak oleh seseorang atau pihak lainnya._'adatlé'lh lebih luas dan penuh
yang disebut tanah Negara. Berdasarkan uraiém diatas, Negara bukanlah

. * pemilik atas tanah dimaksud.

| e. Hak menguasai dari Negara tersebut diatas pelaksanaannya dapat dikuas_akan
| | yéng disebut dengan Hak Pengelolaan kepada Pemerintah Daerah dan Badan

Otorita/KaWasan'Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.

f. Pemberian sebagaian kewenangan hak menguaséi Negara ini diatur dalam
perdturan perundang-undangan mulai Peraturan Menteri Agraria Nomor 9
tahun .-1965 Tentang Pelaksanaan Konversi Hak Penguasaan Atas Tanah
Negara dan Ketentuan-ketentuan Tentang Kebijakéanaan selanjutnya antar
lain mengatakan, menyebutkannya dalam Pasa] 2 sebagai “Hak Pengelolaan”
disingkat HPL., |

g. Hak Pengelolaan (HPL) didefinisikan sebagai “Hak rhepguasai Négara yang
kewenangan pelaksanéannyg diberikan kepada pemegang haknya” (PMA

9/1965 jo dst).

h. Menurut Pasal 67 PMNA/KA BPN Norﬁor 9 Tahuh 1999 yang dapat
dibérikz;n Hak Pengelolaan adalah: a. Instansi Pemerintah termasuk
Pemerintah Daerah; b. Badan Usaha Milik Negara; c. Badan Usaha Milik
Daerah; d. PT. Persero; e. Badan Otorita; f. Badan-badan hukum Pemerintah

lainnya yang ditunjuk pemerintah.
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4.2.2.1 Hak Pengelolaan Atas Tanah Di Pulau Batam

Berdasarkan Pasal 6 ayat 2 huruf b Keppres 41/1973, seluruh tanah yang
terletak di Pulau Batam diserahkan dengan Hak Pengelolaan kepada Ketua Otorita
Batam yang r_nemberlkan kewenangan untuk: |

1) merencanakan peruntukan dan penggunaan tanah.
2) menggunakan tanah untuk kepentingan pelaksanaan tugasnya. '

3) Memberikan" bagian-bagian tanah kepada perihal ketiga den’g'an Hak Guna
Bangunan (HGB) dan Hak Pakai (HP) sesuai ketentuan Pasal 41 sampai

dengan Pasal 43 UUPA No. 5 Tahun 1960.
4) Memungut uang pemasukan/ganti rugi dan uang wajib tahunan.

4.2.2.2 Kewenangan Pertanahan Menurut Keppres 34/2003 Dan UU 23/2014
1) Menurut Pasal 2 ayat (1) dan () Sebagian kewenangan Pemerintah di bidang

pertanahan yang dilaksanakan oleh PemerintahAKabupaten/Kc&a meliputi:
a. pemberi'arn‘ijin lokasi;

b. pényelénggaraan pengadaan tanah untuk képentirigan pérr;baﬁgunan;
c. penyelgsai_an sengketa tanah garapan;

d. penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk

pembangunan; -

€. penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti keruglan tanah

kelebihan mak31mum dan tanah absentee;
f peﬁetapan dan penyelesaian masalah tanah ulayat;

g. pemanfaat_an. dan penyelesaian masalah tanah kosong;
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h. pemberian ijin membuka tanah;
i. perencanaan penggunaan tanah wilayah Kabupaten/Kota.

Tjin lokasi tidak diperlukén di Wilayah Kerja Otorita Batam, karena Keppres
41 Tahun 1973 Iokasi bukan hanya Izin, tetapi justru perintah bahkan sudah diberi:

HPL.
2) Kewenangan_Pefndé Urusan Pertanahan Menurut UU 23/2014:
(Pasal 9, 11, 12, 15 dan Lampiran I Tabel J).

Pada dasarnya k_eweﬂangan pertanahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah
Daerah sudah diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Keppres 34 Tahun 2013 Tentang

Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan.

Kemudian dalam UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daeréh,
pertanahan yang menjadi urusahv Daerah diatur dengan pola pembagian
kewenangan konkurén sebagaimaﬁa dimakud dalam Pasal 9 ayat (1) jo pasal 11
ayat (2), jo Pasal 12 ayat (2) huruf d, lampiran I tabel J Nomor 1 Sampai dengan 9

kolom 5 UU 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Kewenangan Pemerihtah Daerah ' Kabupaten atau Kota dalam Tabel J k
Lampiran I UU 23/2014 itu persis sama dengan kewenangan yang disebutkan
dalam Pasal 2 Keppres 34 tahun 2003 Tentang Kebijakan Nasional- di Bidé‘ng

Pertanahah Nasional yang mengatakan:

(1) Sebagian kewenangan Pemerintah di bidang pertanahan dilaksanakan oleh

Pemerintah Kabtipaten/Kot’a.
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(2) Kewenangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah sebagaimana

dalam point 7 angka 1).
Kesimpulan:

1. Hak menguasai Negara atas tanah, bukan dalam pengertian memiliki hak

| atas tanah, tetapi adalah hak menguasal atas seluruh tanah/pexmukaan bumi

sebagaimana dlmaksud dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 jo Pasal 2 ayat (1)

UUPA No. 5 Tahun 1960 schingga Negara/Pemerintah Pusat bukanlah
penmilik tanah NKRI. v

2. Hak Pengelolaan adalah hak | menguasai Negara yang kewenangan

pelasanaannya sebagian diberikan kepada pemegangnya.

3. Pemerintah Daerah, Instansi Pemerintah Badan Usaha Milik Negara atau
Daerah, Otorita dapat diberikan Hak Pengelolaan sesuai dengan persyaratan
dan -proses/prosedur sebagaimana -dimaksud dalam Pasal 67 sampai dengan

Pasal 74 PMNA/KA BPN Nomor 9 Tahun 1999.

4.  Proses pemberian hak Hak Guna Bangunan (HGB) atas bagian tanah HPL
sesuai ketentuan mengikuti ketentuan Pasal 22 sampai dengan Pasal 35 PP 40

Tahun 1996‘Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai.

5. Berdasarkan ketentuan .yan'g diuraikan» diatas tidak ada dualisme
i(ewenangan urusan pertanahan di wilayah kerja Otorita Batam/BP Batam,
kareﬂa seluruh tanah yang terletak di Pulau Batam telah diserahkan dengan
Hak Pehgelolaan (HPL) kepada Kefu'a Otorjta Batam dengan kewénangan
antara lain memberikan bagiah—bagian tanah HPL yang diperoleh ke;pada

pihak ketiga dengan Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai.
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i
i

Pasal-Pasal UU 23/2014 terkait Pertanahan:

~a.  Pasal9 ayat (1):

(1)Urusan Pemerintahan terdiri- atas urusan pemerintahan absolut, urusan

pemerintaha’n konkuren, dan urusan pemerintahan umum.
b. Pasal 11 ayat (1)
(1) Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana di maksud dalam Pasal 9 ayat (3)

yang menjadi kewenangan Dacrah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan

Urusan Pemerintahan Pilihan:

. Pasal 12 ayat (2)

(2) Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan' dengan Pelayanan Dasar
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi 19 urusan a s/d r

antara lain huruf d PERTANAHAN.

d. Pasal 15 ayat (1).

Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara pemerintah pusat dan
daerah provinsi serta daerah kabupaten/kota tercantum dalam lampiran yang

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari undang-undang ini.
a. . Lampiran I Tabel J Pembagian Urusan Pemerintah Urusan Pertanahan |

Tabel J ini berupa matriks, Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang

Pertanahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah

- Kabupaten/Kota Nomor 1 sampai dengan Nomor 9 kolom 5; persis sama dengan

“maksud Pasal 2 ayat (2) Keppres 34 Tahun 2003 T entang kebijakan Nasional di

Bidang Pertanahan, yang mengatakan:
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Sebagian keWenangan Pemerintah di bidang pertanahan yang dilaksanakan

oleh Pemerintah Kabupaten/Kota (Pasal 2 ayat (1) ) adalah:

a) pemberian ijin lokasi;

b) penyelenggaraar{ pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan;

c) penyelesaian sengketa tanah garapan;
d) penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan;

€) penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah

kelebihan maksimum dan tanah absentee;
f) penetapan dan penyelesaian masalah tanah ulayat;
g) pemanfaatan dan penyelesaian masalah tanah kosong;
h) pemberian ijinimembuka tanah;
i) perencanaan pené*gunaan tanah wilayah Kabupaten/Kota.

4.2.3. Kewenangan di Bidang Perizinan
4.2.3.i. Perizi_néxi Pertanahan |

Perizinan yang terkait dengan Pertanahan melekét di dalam péniberiaﬁ HPL
kepada Otorita Batam/BP Batam sebagaimana tercantum di dalam Pasal 6 ayat (2)

huruf d Keppres 41 Tahun 1973.

4.2.32. Perizinan BP Batam/Otorita- Batam Selaku Pengelola Kawasan

Perdagangan Bebas dan Pelabuhén Bebas Batam
Untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi BP Batam, maka Pemerintah Pusat

melimpahkan kepada BP Batam izin-izin usaha dan izin usaha lainnya yang

. diperlukan bagi para pengusaha yang mendirikan dan menjalankan usaha di
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Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas melalui pelimpahan
wewenang sesuai dengan peraturan ' pemndang-undahgan yang berlaku,
sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 10 UU 36 Tahuﬁ 2000 jo UU 44 Tahun
2007. Selanjutﬁya-Pemerintah juga telah menerbitkan Perpres 97 Tahqn 2014
dimana dalam Pasal 13 disebutkan Perizinan dan Non perizinan yang menjadi
urusan Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota di
Kawasaﬂ Perdagaﬁgan Bebas danPelabuhan Bebas atau di Kawasan Ekonomi
Khusus diselenggarakah oleh Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas
dan Pelabuhan Bebas atau Administrator Kawasan Ekonomi Khusus. sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan demikian berdasarkan ketentuan peraturan tersebut diatas, tidak ada

dualisme dalam pelayanan perizinan/pelayanan publik.

4.3 Pembahasan Hasil Penelitian
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000
tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas sebagaimana telah

ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 menetapkan sejumlah

kriteria bagi suafu kawasan untuk dapat diusulkan menjadi Kawasan Perdagangan

Bebas dan Pelabuhan Bebas, diantaranya kriteria yang terkait dengan letak
kawasan tersebut.

Letak Batam di sisi jalur perdagangan ir_;temasional paling ramai di _dunia dan
perannya yang demikian penting sebagai salah satu gerbang daﬁ ujung tombak
ekonomi Indonesia merupakan pertimbangan utama bagi penetapan Kawasan

Batam menjadi Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.
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.Letak ‘geograﬁs‘Batam yang unik dan khusus menjadikan'posisinyé begitu
sentral, karena dapat dijadikan sebagai pintu gerbang bagi arus masuk investasi,
barang, dan jasa dari luar negeri };ang, berguna bagi peningkatan kesejahteraén
rakyat Indonesia. Selain dapat diﬁmgsi]gan sebagai sentral pengembangan indﬁstri
sarat teknologi yang dapat mémbérikan manfaat di masa .depan dan
pengembangan industri-industri dengan nilai tambah yang tinggi, kawasan Batam
dapat pula berfungsi sebagai tempat peﬁgumpulan dan penyaluran hasil produksi
dari dan ke se_iuruh wiiayah Indonesia serta negara-negara lain. Mengingat
ietaknya tepat pada jalur kapal laut intemasional maka kawasan Batam dapat
menjadi pusat pelayanaﬁ lalu lintas kapal internasional. Selain itu dengan posisi
Batam didukuﬁg oleh koﬁdisi Sumatera yang telah jauh berkembang,
memudahkan penyediaﬁn tenaga- kerja dan sarana pengembangan kemampuan
fenaga kerja. |

Di samping itu, pada kawaéan Batam juga tersedia lahan, infrastruktur dan
industri pendukung yang memadai. |

Namun, pertimbangan yang sangét penting adalah adanya komitmen
Pemerintah Daerah yang bersangkutan untuk mendukung pengelolaan Kawasan
Perdagangén Bebas dan Pelabuhan Bebas. Untuk itu, perlu diterbitkan Peraturan
Pemerintah tentang penetapan' Batam sébagai Kawasan Perdagangan Bebas dan
Pelabuhan Beba; dengan bafas-batas yang jelas dan mudah dikontrol
keamanannya dan tidak mengganggu keberlanjutan lingkungan hidup, sesuai
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional. |

Selanjutnya peneliti akan memaparkan pembahasan hasil penelitian yang telah

dilakukan oleh peneliti dari hasil wawancara, serta studi kepustakaan mengenai
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Implementasi Peraturan Pemerinfah nomor 46 tahun 2007 tentang Kawasan
'Perdagangan Bebas Pelabuhan Bebas Batam, dengan beberapa iﬁdikator yang
diambil rﬂenumt.teori Implementasi Model Merilee S Grindle. Indikatornya
adalah sebagai berikut : |
4.3.1. Indikator Isi Kebijakan

Peraturan Pemerintah nomor 46 tahun 2007 tentang Kawagan Perdagangan
Bebas Pelabuhan Bebas Batam adaléh Su__aﬁl -_'kebija‘kan yang dibuat oleh

pemerintah untuk menjadikan Batam sebagai salah satu gefbang ‘dan ujung

tombak ekonomi Indonesia, pintu gerbang bagi arus masuk investasi, barang, dan

jasa dari luar negeri yang berguna bagi peningkatan kesejahteraan rakyat
Indonesia.

Batam difungsikan sebagai sentral pengembangan industri sarat teknologi
yang dapat memberikan manfaat di masa depan dan pengembangan industri-
industri dengan nilai tambah yang tinggi, kawasan Batam dapat pula berfungsi
sebagai tempat pengumpulan dan penyaluran hasil produksi dari dan ke seluruh
wilayah Indonesia serta negara-negara lain. Mengingat letaknya tepat pada jalur

kapal laut internasional maka kawasan Batam dapat menjadi pusat pelayanan lalu

lintas kapal internasional.

Adapun konteks dari isi kebijakan menurut Teori Implementasi Grindle adalah

sebagai berikut :

1. Kepentingan yang terpengaruhi oleh Kebijakan
Suatu kebijakan termasuk diantaranya adalah sebuah peraturan yang dibuat
oleh pemerintah untuk menyelesaikan segala permasalahan- permasalahan di

tengah masyarakat dengan melibatkan kepentingari— kepentingan dari pihak
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tertent_u ataupun pihak. terkait pada tahap implementasinya. Kepentingan-
kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan tentu saja adalah sasaran dari
kebijakan tersebut, seperti masyarakat. Berikut ini mer'upakan i)enjelasan
mengenai indikator kepentingan yang mempengaruhi-dalam ifnplementasinya.

‘Dalam sebuah kebijakan ataupun penetapan Batam sebagai Kawasan
Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas ini sasaran utamanya adalah
kesej ahteraa:n rakyat Indonesia.

Untuk lebih jelasnya peneliti menanyakan kepada Pak DG sebagai Eselon II
Badan Pengusahaan Batam mengenai kepentingan y‘ang" -terpengaruhi oleh
Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas
dan Pelabuhan Bebas Batam, berikut pemaparannya :

“Badan Pengusahaan Batam pastinya, untuk kelang;vungan
organisasi. Pengusaha karena akan terhindar dari’ birokrasi
yang rumit dan masyarakat karena menikmati fasilitas bebas
Pajak. Untuk yang kontra, Pemerintah Kota karena selalu
menjadi bayang-bayang pengelola FTZ dan bea cukai karena
membuat kewenangannya tetap kecil”
Pak FF selaku eselon III di Badan Pengusahaan Batam mengemukakan hal
yang serupa seperti yang dipaparkan oleh Pak DG, adalah sebagai berikut :
“kepentingan-kepentingan ~ yang  lerpengaruhi  oleh
kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2007 tentang
Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan -Bebas Batam
adalah Pemerintah Kota, karena selalu jadi bayang-bayang
- pengelola FTZ, Bea Cukai karena membuat kewenangannya
tetap kecil dan Kementrian Keuangan karena ditarget
penerimaan pajak”
Ibu FF sebagai pejabat eselon III Badan Pengusahaan Batam mengemukanan

hal yang serupa seperti yang dipaparkan sebelumnya oleh kedua pejabat diatas,

pemaparannya sebagai berikut :
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“Untuk kepentmgan yang terpengaruhi oleh Peraturan.
Pemerintah  Nomor 46 tahun 2007 tentang Kawasan -

Perdagangan ‘Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam ini adalah
bea cukai yang kontra karena dengan FTZ tidak bisa

memperbesar kewenangan, Pemerintah Kota yang- kontra

karena ingin menguasasi wilayah dan menguasai lahan serta
pengusaha yang mendukung karena aliran barang di FTZ lebih
lancar, serta masyarakat yang mendukung karena dengan FTZ
harga barang bebas pajak . ”

43496.pdf

Pak WA sebagal pejabat eselon III Badan Pengusahaan Batam mengemukanan
hal yang serupa sepem yang dipaparkan sebelumnya oleh kedua pejabat dlatas
pemaparannya seba_gal berlkut :

“Untuk kepentingan yang terpengaruhi oleh Peraturan
Pemerintah Nomor 46 tahun 2007 tentang Kawasan
Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam ini adalah
kepentingan politik yang menggulirkan disinformasi yang
kurang lengkap dan jadi gimmick, misalnya kalo FTZ dihapus
maka tanahnya bisa menjadi Sertifikat Hak Milik, kalo FTZ
dihapus dapat memperbesar kekuasaan dan wilayah pengaruh. A
Kepentingan politik tidak baik untuk Batam karena siklus politik
5 tahunan dapat menciptakan ketidakpastian.”

Pak YA sebagai pejabat eselon I Badan Pengusahaan Batam mengemukanan
hal sebagai berikut :

“Kepentingan  yang  terpengaruhi  oleh  Peraturan
Pemerintah -Nomor 46 tahun 2007 tentang Kawasan
Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam ini, Kontra
dengan FTZ adalah Pemerintah Kota. Yang mengembangkan
informasi -bahwa FTZ harus dihapus karena menyebabkan
dualisme. Hal ini sempat mempengaruhi kalangan Pengusaha, -
tahun 2016 menyampaikan ke Presiden bahwa ada dualisme
dan tumpang-tindih gara-gara diberlakukannya FIZ di Batam.
Padahal tidak ada dualisme dalam artian kewenangan dan
tupoksz yang sama.’

Pak TN sebagai Pejabat Eselon Il Badan Pengusahaan Batam mengemukanan

hal sebagai berikut :

“Kepentingan yang  terpengaruhi  oleh  Peraturan
Pemerintah  Nomor 46 tahun 2007 tentang Kawasan
Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam tentunya
Pemerintah Pusat. Kawasan Batam adalah kawasan strategis
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nasional - yang ditetapkan, direncanakan, dikelola dan
dikendalikan oleh Pemerintah Pusat. Lokasinya yang di wilayah
perbatasan rentan terhadap issue pertahanan dan keamanan”

Berdasarkan paparan di atas maka kepentingan yang terpengaruhi dari
implementasi Perat"urap Pemerintah Nomor 46 | tahun 2007 tentang Kawasan
Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam yaitu :

1) Badan Pengusahaan Batam untuk kelangsungan organisésinya;

2) Pemerintah Pusat ber_k‘ep'ent'ingan_ mengamankan _Batam sebagai Kawasan
Strategis Nasionél dan KaWas_an Perbatasan; J

3) Pemerintaﬁ Kota berkepentiﬂgén untuk keluar dari bayang—bayal;g pengelola
FTZ dan menguasai wilayah dan lahan di Batam;

4) Bea Cukai berkepenﬁngan untuk memperbesar kewenangannya, dengan
adanya FTZ kewenangan Bea éukéi di Batam tetap kecil;

5) Pengusaha. berkepentingan mendukung FTZ untuk menghindari birokrasi yang
rumit dan aliran barang yang lebih lancar ;

6) Masyarakat berkepentingan mendukung FTZ unfuk tetap menikmati harga
barang bebas pajak;

7) Kementrian Keuangan berkepentingan memperbesar target penerimaan pajak,
yang mana dengan adanyé FTZ target penerimaan pajak dari Batam lebih kecil
dibandihgkan dengan tidak adanya FTZ di Batam.

8) Kepentingan politik berképentingan meﬁggulirkan issue-issue populis untuk
vmenarik dukungan suara _masyarakét; misalnya issue bahwa dengan adanya
FTZ maka :lahé,ﬂ di Batam tidak dapat dijadikan Sertifikat Hak Milik. Padahal
status lahan Batam Hak Pc;ngélolaan tidak ada kaitannya (iengan status batam

sebagai FTZ.
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2. Jenis Manfaat yang Dihasilkan

Suatu kebijakan yang dibuat oeleh pemerintah baik itu program, peraturan,
atau pemndang—undangan sebagai landésan hﬁkumnnya harus dapat memberikan
hasil yang bermanfaat dan berdampak ]:;QSiﬁf serta dapat merubah k_eérah yang
lebih baik dari hasil pengimplementasianhya. Setiap kebijakan tentunya adélah
suatu upaya ataupun usaha dari pemerintah untﬁk menjadikan sesuatu menjadi
lebih baik lagi dan dapat menyelesalkan pennasalahan di tengah masyarakat serta
bermanfaat Tipe manfaat yang dalam suatu kebijakan seperti Peraturan
Pemermtah Nomor 46 tahun 2007 ‘tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan
Pelabuhan Bebas Batam adalah untuk kesejahteraan Rakyat Indonesia.

. Untuk dapat mengetahui apakah manfaat yang dihasilkan oleh Peraturan

Pemerintah Nomor 46 tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan

Pelabuhan Bebas, maka peneliti melakukan wawancara dengan para pelaksana
yang menangani langsung dalam proses pengimplementasian Peraturan
Pemerintah Nomor 46 tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan
Pelabuhan Bebas Batam. Adapun pemaparan menurut Profesor KP sebagai
Akademisi mengenai tipe manfaat adalah sebagai berikut :

“manfaat-manfaat  yang dikasilkannya Kawasan

Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam adalah free
Sflow of goods, people and money.”

Selanjutnya pemapéran menurut Pak TN sebagai Pejabat Eselon II Badan
Pengusahaan Batam mengenai tipe manfaat adalah sebagai berikut :

“aliran barang atau flow of goods dari dan ke kawasan FTZ
realtif lebih simple. Terdiri dari aliran barang dari dan ke
pabean - daerah terpisah pabean (FT1Z2), aliran barang dari dan
ke daerah. terpisah paben (FTZ) — luar pabean dan aliran
barang dari dan ke antar daerah terpisah pabean (F1Z).”
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Adapun pemaparan dari Bapak GI selaku akademisi adalah sebagai berikut :

Jujur FTZ masih relevan namun memang harus diakui
masih banyak - kekurangan dan kelemahan sehingga perlu
adjustment di sana sini untuk menyesuaikan dengan kondisi dan
tantangan dunia terkini.” :

Batam adalah sebagai berikut :

“Apabila FTZ dihapus akan berdampak pada kenaikan
harga berbagai kebutuhan pokok. FTZ bagus untuk menopang
pertumbuhan ekonomi di- Batam, Justru harus diperkuat,
bahkan jika perlu diterapkan status FTZ plus-plus. Dengan
FTZ, UMKM dapat masuk Kawasan Industri. Jika FTZ dihapus,
sewa kios di kawasan industri diperketat. Apabila tidak ada
FT7, UMKM dan industri kreatif akan dikenakan PPnB.M 7

“Yang Jelas kalo kita impor alat berat untuk pemakaian di
Batam baik baru maupun seken tidak bayar pajak. Terus custom
clearance di pelabuhan Batam maksimal 3 hari, kalo daerah
tanpa FTZ bisa 2 minggu dan under table nya mahal banget itu
saya rasakan 3 tahun yg lalu pas ada project di Kota X. Beli
plat beberapa lembar dari singapura, custom clearance 2
minggu, bayar tax dan under table 10.000 dollar.”

“Tapi di kota X manpower murah, sebaliknya bahan baku

impor mahal karena kena pajak. Di batam manpower agak

mahal tapi bahan baku impor murah karena tidak kena pajak,
terutama untuk produk yg di ekspor, selain itu juga prediksi
schedule lebih akurat karena tidak berlama-lama di pelabuhan
clearance nya.”

“Bagus mana bisnis alat berat di Batam yang berstatus F1Z
dengan kota yang tidak berstatus FTZ? Kalo alat berat kita
tinggal menyesuaikan si, kalo Kota X bsa dibilang bagus karena
populasi masyarakat nya kan sudah banyak. Kalo batam
populasi nya ngga banyak tapi value nya besar karena kota
industri.” ' '

“Bebas pajak itu yang penting sebenarnya, karena custom
clearance jadi lama dan mahal. Karena schedule produksi bisa
berantakan kalo proses pemasukan barang nya ngga pasti
lamanya.” ,
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Adapun pemaparan dari Bapak AB selaku UMKM dan industry kreatif di

Adapun pemaparan dari Bapak TK selaku usaha alat berat adalah sebagai
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Adapun pemaparan dari Bapak VK selaku pengusaha logistic adalah sebagai

berikut :

“FIZ sangat bermanfaatan dalam lalu lintas Barang.
Walaupun masih ada sedikit kendala adanya pengecekan fisik,
Jauh lebih baik dibandingkan jika tidak ada FTZ. Kalo FTZ
dihapus dan dijadikan enclave terpotong-potong kaini akan
sangat repot karena pastinya pemeriksaan fisik akan bertambah
panjang. Makin banyak pemeriksaan kurang bagus untuk bisnis

. logistik.” :

Adapun péfnaparan dari Ibu FF sebagai pejabat Eselon IIl Badan Pengusahaan

Batam adalah sebagai berikut :

Pak

berikut:

“Manfaat dari FIZ adalah mendatangkan Penanaman
Modal Asing (PMA), meningkatkan eksport, meningkatkan
tenaga kerja dan barang-barang konsumsi seharusnya lebih
murah, yjung-ujungnya bisa menekan laju pertambahan upah
pekerja.” ' '

ES sebégai akademisi di Batam memaparkan pendapatnya

“dengan FTZ diharapkan investasi berkembang. Selama
investasi berkembang, akan diperlukan SDM yang qualified di
berbagai bidang, maka manfaat FTZ bagia dunia pendidikan
tinggi seperti politeknik menjadi signifikan.”

“Logikanya, untuk Batam, status seperti FTZ mutlak
diperlukan, mengingat letak geografisnya yg jauh dari Jawa
yang sudah komplit fasilitasnya, bisa FTZ atau KEK, selama
kondusif dari berbagai hal bagi investor” v

sebagai

Pak WA sebagai salah satu eselon III di Badan Pengusahaan Batam

memaparkan pendapatnya sebagai berikut :

“Kalo dilaksanakan dengan benar, tidak setengah-setengah,
FTZ sangat menguntungkan. Realisasinya pengurusan TKA
masih di Jakarta. IMTA, VOA beberapa negara tertentu
prosesnya masih panjang. Mestinya lalu-lintas barang pure
pengelola kawasan FTZ, mestinya bea cukai bagian dari
pengelola FTZ, agar flow of goods lancar. Karena dalam
manufacturing, raw material sangat penting. Man, machine,
method terintegrasi.”
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Pak YP sebagai pengusaha distributor barang di Batam memaparkan

pendapatnya sebagai beri,kut~:

“adanya FTZ Batam bermanfaat dalam bisnis distribusi
barang dibandingkan dengan daerah lain non FTZ. Pertama,
harga lebih bersaing. Kedua omset pasti lebih baik dibanding
daerah lain dengan Jumlah penduduk yg sama dengan Batam,”

“Saat ini kan biaya kirim dari Jakarta itu jauh lebih mahal
ketimbang biaya kirim dari Malaysia or Singapur. Nah subsidi
untuk biaya tersebut kami biasanya akan ambil dari margin
akibat Jasilitas FTZ ini. Karena ongkos kirim itu dibebankan ke
kami dari produsen jakarta.”

“Di Batam ini kan produk impor dari Singapur atau
Malaysia banyak nih. Sedangkan kami distributor yang ambil
barangnya dari Jakarta dengan kategori yang sama dengan
produk impor tadi kalo fasilitas FTZ ini di hapus ya otomatis ga .
akan bisa bersaing harganya dengan yang produk impor.”

Berdasarkan pendaﬁat para informan penelitian di atas maka Manfaat dari
Implementasi ‘Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2007 tentang Kawasan
Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam yaitu :

1) Free flow of goods, people and money

2) Aliran barang relatif lebih simple terdiri dari 3 jenis aliran barang

3) Mendatangkan Penanaman Modal Asing

4) Insentif bebas PPnBM untuk pengembangan UMKM dan Industry Kreatif

5) Meningkatkan Export

6) Menekan harga bahan baku impor karena tidak kena pajak (tangible cost)

7) Meningkatkan lapangan pekerjaan

8) Menurunkan barang-barang konsumsi sehingga dapat menurunkan laju

kenaikan upah pekerja. A

9) Memperlancar custom élearance di Pelabuhan (intangible cost)

10) Mengurangi red tape
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. 3. Derajat perubahan yang diinginkan

Dalam suatu kebijakan tidak dapat dipisahkan dari adanya suatu target yang
hendak atau iﬁgin dicapai. De;faj'at. - perubahan yang ingin ~dicapai dari
Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 46 -tahun 2007 tentang Kawasan
Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam ini untuk para penyelenggara
atau pelaksana program adalah untuk memberikan peningkatan investasi yang
optimal.

Setelah adanya kebijakan. dapat Berubah menjadi situasi yang lebih baik lagi
sesuai dengaq tujuan yang awal dibuatnya kebijakan tersebut.

Adapun Tujuan Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2007 tentang Kawasan
Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam yang dipaparkan oleh Pak WA
selaku Péjabat Eéelon'III Badan Pengﬁsahaan Batam adalah :

“meningkatkan ekspor dan tenaga kerja. Lihat data ekspor
dan tenaga kerja sebelum dan sesudah FTZ seperti apa? FTZ
bebas ppn dan ppn BM, di Batam barang produksi tidak kena
pajak, barang konsumsi saja yang kena. Lihat juga
pertumbuhan ekonomi sebelum dan sesudah FTZ. Selain itu ada
juga perubahan intangible yang tidak dapat diukur, misalnya
menciptakan brand name. Batam-Indonesia, punya handphone
brand batam. Sehingga trusty bisnis meningkat”

Pernyataan serupa pun dipaparkan oleh Ibu FF selaku Pejabat eselon 111 Badan
Pengusahaan Batam, pemaparannya sebagai berikut :

“Dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun
2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan
Bebas Batam diharapkan dapat menjadi kontributor utama
ekonomi nasional. Namun pelaksanaan FTZ di Batam tidak
murni. Bisa dibilang era murni FTZ itu sebelum tahun 1999.
Kemudian tahun 1999-2007 era FTZ di- bawah euforia otonomi
daerah. Tahun 2007-2015 FTZ di bawah Gubernur, dan tahun
2015-2017 FTZ di bawah Menteri Koordinator Perekonomian.
Sebelum tahun 1999 F1Z secara de jure. Pertumbuhan pernah
mencapai angka 17% di era Bj. Habibie.”
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Pak TN sebagai salah satu Pejabat Eselon 11 di Badan Pengusahaan Batam
memaparkan pendapatnya sebagai berikut :
“Pembangunan Batam dari tahun 1970 an ditambah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2007 tentang Kawasan
Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam tahun 2016
telah ada 2101 perusahaan terdiri dari 810 industri, 216 jasa
dan 1075 UKM dan Perdagangan. Nilai ekspor mencapai 8,4
Milyard USD tahun 2016.”
Pernyataan serupa pun dipaparkah oleh Profesor SS selaku akademisi,

pemaparannya sebagai berikut :

“dulu batam diharapkan jadi’ driver ekonomi nasional,

namun sekarang Batam hanya driver pertumbuhan ekonomi
lokal” S '

Berdasarkan paparan informan penelitian maka derajat perubahan yang ingin
dicapai dari implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2007 tentang
Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam yaitu :

1) Meningkatkan ekspor, tenaga kerja, PMA, pertumbuhan ekonomi;

2) Menciptakan branding name Batam — Indonesia;

3) Menjadi kontributor utama pertumbuhan ekonomi nasional;

- 4. Kedudukan Pembuat Kebijakan
Letak pengambilan keputusan tentunya sangat erat kaitannya dengan para

stakeholders dimana setiap keputusan yang diambil dalam meﬁjalankan suatu

kebijakan satu program harus sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang ada dan

keputusan yang diambil tentu untuk kepentingaﬂ Bersama. Pengambilan

keputusan. di dalam suatu kebijakan memegang peranén penting dalam

menentukan keberhasilan suatu program dalam pengimplementasiannya, seperti
" yang kita tahu juga bahwa kebijakan menurut Thomas R.Dye dalam Buku Budi

Winarno (2012:20) adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk melakukan

85

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43496.pdf

atau tidak melakukan (public policy is Wizatever governments choose to do or not
to doj.

Dalam bagian ini peneliti akan menjelaskap letak pengambilan keputusan
mengenai koOrdinasi dafi instansi terkéit serta menjelaskgn letak pengambilan
keputusan yang terkait dengan Implementasi Peraturan Pemérintah Nomor 46
fahun 2007 tentang KaWasaﬁ Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam

Pemaparan pertama adalah menurut Ibu Ferdiana sebagal pejabat eselon TII
Badan Pengusahaan Batam terkait dengan kedudukan pembuat kebijakan dalam
implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2007 tentang Kawasan
Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam :

“Kedudukan  pembuat  kebijakan  dalam- Kawasan

Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam berada di
bawah otonomi daerah / gubernur. Sehingga tidak terlepas dari

warna kepentingan politik. Dan posisi walikota sangat
menentukan keberhasilan kerjasama. Yang sangat penting
adalah  adanya  komitmen Pemerintah  Daerah yang
bersangkutan untuk melaksanakan pengelolaan Kawasan
Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas. Untuk itu, perlu
diterbitkan Peraturan Pemerintah tentang penetapan Batam

" sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas

dengan batas-batas yang jelas dan mudah dikontrol
keamanannya dan tidak mengganggu keberlanjutan lingkungan
hidup, sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.

Usulan FTZ awalnya di bawah pusat, tapi karena
kepentingan gubernur saat itu, FTZ diletakan di bawah
gubernur.”

Selanjutnya pemaparan ‘dari Pak WA mengenai letak kedudukan ﬁembuat
kebijakan dalam implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 46 i.tahun 2007
tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam :

“Dengan ditetapkannya FITZ Batam melalui Undang-
undang sudah merupakan dasar hukum yang tinggi. Namun

mandek karena tidak holistik tentang batas-batas kewenangan,
batas-batas pengaruh dan wilayah fisik.”
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Berdasarkan. paparaﬁ para informan 'pene.litian, kedudukan pembuat kebijakan
dalam implementﬁsi Peraturan »Pemeri'ntah Nomor 46 tahun 2007 tentang
Kziwasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebaé, Batam ya'itu' bahw;1 méskipun
dasq hukum Kawaé_,an Perdagangz_m Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam cukup
tinggi berupa Undang-undang, namun Undang-Undang FTZ sendii mengatur

kedudukan FTZ di bawah otonomi daerah/Gubernur. Sehingga tidak dapaf lepas

 dari pengaruh kepentingan politik. Juga masih terdapat batas-batas kewenangan,

pengaruh dan wilayah kérja yang abu-abu dan komitmen P_e;nerintah Daerah yang
bersangkutén unfuk melaksanakan pengelolaan Kav-vasan Pefdagangan Bebas dan
Pelabuhan Bebas Batam.

5. Pelaksana Kebijakan

Pelaksanaan kebijakan adalah suatu hal yang sangat penting ‘dalam suatu
kebijakan, karéna pelaksana kebijakan adalah penggerak ataupﬁn alat untuk
mencapai suatu keberhasilan yang telah ditetapkan pada awal pembuat kebijakan.
Dapat dikatakan parﬁ pelaksana ini adalah sebagai tolak ukur untuk melihat sejauh
mana suatu kebijakan diimplementasikannya. Unthk mengetahui pelaksanaan
implement.asiv PeraturaniPémerintah Nomor 46 tahun 2007 peneliti melakukan
wawancaré yang'me.ndalam kepada para informan terkait. “

Berikut ini mefupakan pemaparan yang dilakukan oleh Pak WA yang peneliti
temui di kantor Badan Pengusahaan Batam. Berikut pemaparan beliau :

“Pelaksana dari Kawasan Perdagangan Bebas dan
Pelabuhan Bebas adalah BP Batam sebagai BLU. ”

Pendapat selanjutnya yang dikemukan oleh Ibu FF sebagai Pejabat Eselon III

Badan Pengusahaan batam adalah sebagai berikut»:
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| “Pelaksana Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan

I Bebas Batam adalah BP Batam, Bea Cukai, Imigrasi, BKPM,

! Kementerian Keuangan.”

| ' .

o Maka dapat disimpulkan bahwa implementasi Peraturan Pemerintah Nomor
46 tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam
terstruktur dan terkoordinasi mulai dari tingkat Pusat hingga ke tingkat daerz-lh'

yaitu Badan Pengusahaan Batam, Bea Cukai, Imigrasi, BKPM, Kementrian .

‘ . Keuangan.

! ~ Pelaksana Kebijakan vimplem.entaéi Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahu1;
i _ : )
: 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam
o | terstruktur dan terkoordinasi mulai dari tingkat Pusat hingga ke tingkat daerah
yaitu Badan Pengusahéan Batam, Bea Cukai, Imigrasi, BKPM, Kementrian
Keuangan. |
6. Sumber Daya Yang Digunakan
Dalam pelaksanaan atau pengimplementasian suatu kebijakan perlu didukung

dengan adanya sumber daya yang dapat memberikan pengaruh positif dan

Ii.! berguna untuk mensukseskan dalam pelaksanaan suatu kebijakan tersebut.

Sumber daya yang memadai tentunya sangat membantu di dalam pelaksanaan
suatu kebijakan tersebuf agar dapat berjalan dengan baik, maksimal, efektif dan
efisien. |

i | Pelaksanaan kebijakan akan berjalan dengan baik dan lancar apabila didalam
pelaksanaannya dilakukan oleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang mencukupi
dan tentunya berkualitas. Dalam pencapaian tersebut tentu membutuhkan SDM
yang sesuai dengan kemampuan, yang.memiliki kecakapan dan kecukupan untuk

menjalankan suatu kebijakan tersebut.
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Pemaparan yang dilakukan oleh Ibu FF sebagai Pejabat .Eselo_n IIT Badan

Pengusahaan Batam adalah' sébagai berikut:

“Implementasi Peraturan Pemerintah nomor 46 tahun 2007
tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas
Batam perlu didukung fleksibilitas masalah SDM. Kalo butuh
tenaga spesifik, agar diberikan. Karena perkembangan dunia
bisnis sangat spesifik. Kebijakan SDM jangan sampai lambat
merespon. Sekarang harus pinter dan punya modal.”’

Pendapat selanjutnya yang dikemukan oleh Ibu AH sebagai Pejabat Eselon 111
Badan Pengusahaan batam adalah sebagai berikut :

“Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2007
perlu didukung oleh fleksibilitas finansial, Sumber daya yang
digunakan untuk mengimplementasikan Peraturan Pemerintah
Nomor 46 tahun 2007. Misalnya orang-orang shipyard batam
ingin lebih dibiayai oleh negara. Contoh di Singapura. Negara
berperan aktif dalam pendidikan vokasi sejak tahun 1960 an.
Yang sangat penting adalah the man behind the gun nya.”

 “Fleksibilitas SDM dan  F manszal dlharapkan dapat
menggenerate pertumbuhan ekonomi.”

Pemaparan yang dilakukan oleh Pak WA sebagai Pejabat Eselon HI Badan
Pengusahaan Batam adalah sebagai berikut:
“Dalam Implementasi Kawasan Perdagangan Bebas dan
Pelabuhan Bebas Batam, dukungan APBN sangat kecil.
Cerminan  dari  dukungan  Kementerian  Koordinator
Perekonomian, DPR RI, Kementrian Keuangan. Tidak

difikirkan bagaimana FTZ batam bisa bersaing. dengan FTZ
lain.”

Sumber daya yang digunakan baik sumber daya manusia maupun pembiayaan
dari implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2007 tentang Kawasan
Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam terdiri dari Dewan Kawasan

A Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas dan Dewan Pehgawas Badan
Pengusahaan i3atém. Koordinasi dilakukan melalui- Tim Teknis Dewan Kawasan

yang diketuai oleh Sekretaris Menteri Koordinator Perekonomian dan
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beranggotakan departemenA dan kementrian terkait, perwakilan Provinsi
Kepulauan Riau, 'DPRD Provinsi Keﬁﬁlatian Riau dan Perwakilan Pemerintah
Kota Batam. |
1) Diperlukan kebijakan SDM yang flezible untuk mehg_ikuti perkembangan
dunia bisnis yang spesifik. |
2) Diperlukan dukungan fleksibilitas finansial ‘untuk pengembangan pendidikan
vokasi. | | |
3) Diperlﬁkan dukun_gan pembiayaan APBN yang lebih besar agar Batgm dapat
bersaing déngan kompetitor kawasan sejenis di _lihgi(ungan regfonal. -
4.3.2 Indikator Konteks Kebijakan
Selain dari isi kebijakan, konteks kebijakan puh perlu diperhatikaﬁ dalam
pengiinplementasian suatu kebijakan agar dapat | dil&etahui hal apé saja yang
termasuk kedalam konteks kebijakan dalam sebuah implementasi kebijakan.
Berdasarkan teori implementasi model Merille S.Grindle, konteks kebijakan
merupakan hal yang menentukan bagi keberhasilan suatu implementasi kebijakan

termasuk juga Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2007 tentang

Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam. Berikut ini merupakan

penjelasan mengenai konteks kebijakan tersebut.

1. Kékuasaan, kepentingan, dan Strategi Aktor yang Terlibat

Pelaksanaan dari suatu . kebijakan tidak akan lepas terpéngaruhi dari
kekuasaan, kepentingan dan juga strategi yang dilakukan oleh para aktor, baik
oleh pembuat kebijakan, pelaksana bahkan juga aktor lain-di luar im baikryang

disengaja ataupun tidak disengaja, dan baik secara langsung ataupun tidak

langsung. Di dalam Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2007
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tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, di dalamnya
masih terdapat 'perbedaan kepentingan-kepentingan dari aktor yang terlibat, baik

secara langsung_amupuﬁ tidak langsung.

Pengusahaan Batam adalah sebagai berikut:

Kepentmgan politis berusaha mendorong info yang kurang
lengkap sehingga menjadi gimmick. Misalnya dengan adanya
FTZ maka masyarakat tidak dapat meng-SHM kan tanahnya..
Kepentingan otonomi daerah berusaha untuk memperbesar
wilayah dan pengaruhnya. Jika kepentingan profesional
dikalahkan oleh kepentingan politis yang lifecycle nya 5.
tahunan akan menciptakan ketidakpastian.”

“Batam di desain agar se-pulau HGB tidak ada SHM. Kalo
diberi SHM lihat saja di daerah lain, siapa yang menguasai.
Apalagi sekarang Asing bisa punya rumah?. Kalo tidak FTZ,

-invader lebih kuat. Lihat perluasan Jakarta Utara. Gini rasio

antar pemilik tanah dan masyarakat umum sudah [ : 84. Di
Batam juga sudah terjadi. Rasio kepemilikan tanah tidak
seimbang.

pemaparannya sebagai berikut :

“Seperti berumahtangga, tugas suami dan istri berbeda.
Pemerintah  Pusat menginginkan Batam menjadi KEK,
pengusaha menginginkan Batam tetap FTZ, Mentéri
Perindustrian menginginkan Batam tetap FTZ. Kalo tugas
antara Badan Pengusahaan dan Pemerintah Daerah tumpang
tindih bisa jadi masalah. Batam tidak ada yang tumpang tindih
atau dualisme. Yang ada hanya disharmoni saja.’

Berikut ini adal.a'h menurut Profesor KP sebagai akademisi :

“Presiden concern sektor wisata. Untuk dapat devisa, dapat
dollar. Bagaimana agar PDRB naik. Bagaimana agar Batam
bisa buat dollar sebanyak-banyaknya.”

Pengusahaan Batam, pemaparannya sebagai berikut :

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Berikut ini adalah pemaparan dari Pak WA sef)agai pejabat Eselon TII Badan

Pernyataan serupa pun dipaparkan oleh Profesor SS selaku akademisi,

Pernyataan serupa pun dipaparkan oleh YA selaku Pejabat Badan
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“ada partai politik yang strong suporter untuk menghapus
FTZ. Sebaiknya FIZ tetap dikelola pusat, artinya pusat masih
punya kontrol atas wilayah perbatasan. Presiden tidak akan
masuk ke hal yang terlalu teknis. Intinya tidak ingin batam
ribut-ribut terus. Kok masalah yang sama datang lagi ke
Presiden. Batam adalah wilayah perbatasan, jika tidak dzkelola
pusat, apa tidak takut merdeka?”’
Berikut ini adalah pemaparan dari Ibu FF sebagai pejabat Eselon III Badan.
Pengusahaan Batam adalah sebagai berikut:

“Dalam Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 46
tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan  Bebas dan
Pelabuhan Bebas Batam, bea cukai ingin memperbesar
kewenangannya 'dan itu dapat dilakukan apabila FTZ
ditiadakan, kemudian Pemerintah Kota ingin menguasai lahan,
dan berasumsi itu dapat dikuasasi jika FIZ ditiadakan,
kenyataannya penguasaan lahan oleh BP Batam adalah HPL,
tidak terkait dengan status FTZ. Sebelum FTZ pun status lahan
Batam adalah tanah negara / HPL. Dari sisi pengusaha, FTZ
dirasa lebih baik untuk kelancaran arus lalu lintas barang dan
juga faszlltas bebas pajak.”

Kekuasaan, Kepentmgan dan Strategl Aktor yang terlibat dalam implementasi
Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas
dan Pelabuhan Bebas Batam yaitu sebagai berikut :

1) Kepentingan politis untuk menghapus status tanah di Batam dari tanah negara
menjadi tanah yang dapat dikuasasi masyarakat berupa sertifikat hak milik.
2) Pengusaha mengharapkan status FTZ dipertahankan bahkan diperkuat menjadi
FTZ plus-plus dengan diberikan insentif tambahan.
3) Presiden mengharapkaﬁ Batam dapat kembali bangkit dan memperhatikan
‘pengembangan pariwisata.
2 Karakteristik Le‘mbaga‘dan Penguasa

Dalam implementasi kebijakan yang telah dibuat, maka pelaksanaannya akan

terlepas dari'kardkteristik atau peran dari para pelaksana kebijakan itu sendiri.

92

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43496.pdf

Karakteristik stakeholders dalam hal iﬁi sesuai dengan tugas dan pokok masing-
masing dalam melaksanakan tugasnya. Setiap stakeholder tentu memiliki
perannya masing-masing di dalam p_én'gimplementasién Peraturan Pemerintah
Nomof 46 tahun 2007 tentang Kawlasa‘n Perda-ganan Bebas Pelabuhan Bebas. Pak
ES memaparkan mengenai koordinasi dalam proses pengimblementasian
Kawasan Perdagangan Beba Pelabuhan Bebas sebagai berikut :

“Fasilitas fisik Batam sudah OK,.yang harus diperkuat
ketersediaan sdm qualified, _keberadaan Poltek Negeri Batam
- sudah benar, tapi harus terus dikembangkan, fasilitas regulasi
yang bikin repot, sudah FTZ, mau berubah KEK, ada yang
ingin jadi FTZ++, ini yang berpotensi menjadi tidak nyaman
bagi investor.”

“Betapa sulitnya mencari kesepakatan di antara para
pemangku kepentingan untuk jadikan Batam kondusif bagi
investasi. Setelah berargumentasi, mari berkesimpulan tentang
status terbaik Batam agar kondusif untuk investasi, tetapkan
waktu untuk evaluasi yang layak, kalo buruk hasilnya, diskusi
lagi untuk cari solusi baru. Yang paling penting, dengan status
spesial,  Batam bisa menjadi lokomotif sebenarnya bagi
ekonomi Indonesia.”

Kemudian pemaparan mengenai kelembagaan yang disampaikan oleh Pak YP
" salah seorang Pengusaha Distributor Barang di Batam adalah sebagai berikut:

“Kalo bisa FTZ kedepannya fungsi bea cukai dan
pengurusan dokumen endorsment nya diminimalisasi.”

Kemudian pemaparan mengenai kelembagaan yang disampaikan oleh Pak WS
salah seorang Pengembang Properti di Batam adalah sebagai berikut:

“kalau bagi properti yg penting rumah itu ada pembelinya.
Konsumen perumahan selama ini sebagian besar pekerja. Bila
ekonomi  bertumbuh, industri bangkit, pekerja diserap, maka

- market rumah juga tumbuh. Artinya dari segi property itu yg
penting pertumbuhan ekonomi itu bagus, itu kepentingan
property yg sesungguhnya. Sekarang bagus mana, utk
pertumbuhan ekonomi batam: FTZ atau KEK? kalo saya lihat,
salah satu unsur terpenting orang investasi adalah kepastian
hukum.”
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Karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa dalam implementasi
Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2007 tentang Kawz;san Perdagangan Bebas
dan Pelabuhan Bebas Batam yaitﬁ sebagai berikut :

1) Terdapat kesulitan dalam " mencari kes_epakatan diantara pemangku
kepentingan terkait status Batam apakah sebagai FTZ, ~KEK, FTZ plus-plus
dan lainnya. ;

2) Terdapat pemangku kepet_ifingan yang memiliki kepentingan untuk
femperbesar kewenangannya dengan méniadakan A‘status FTZ Batam.

3) Pemangku kepentingan seperti pengembang property, pengusaha UMKM dan

" Industri Kreatif melihat adanya ketidakpastian dari para pemangku

kepentingan dalam implementasi Peratuuran Pemerintah nomor 46 tahun 2007

tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.

3 Kepatuhan dan Daya Tanggap

Hal ini juga bagian penting dari proses implementasi suatu kebijakan, dimana
tingkat kepatuhan dan adanya respon dari para pelaksana kebijakan merupakan
aksi hyata dari para pelaksana untuk melaksanakan tligas pokok dan fungsinya
dalam pengimplementasian Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2007 tentang
Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuban Bebas Batam agar dapat terlaksana
dengan baik, secara optimal dan berdaya guna. Adapun peran dari masing-masing
pelaksana yang dipaparkan oleh Bapak WS selaku pengembang property adalah
sebagai i)erikut :

. “Pehgembang property di _Batam senantiasa mendukung
penyediaan perumahan bagi masyarakat dan pekerja. Selama
ini “pasar perumahan sedikit banyak tergantung kondisi
pertumbuhan ekonomi Batam yang dimotori industri galangan
kapal dan elektronik. Penurunan industri galangan kapal yang

disebabkan turunnya harga minyak dan batubara dunia 2-3

94

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43496.pdf

tahun lalu benar-benar memukul perekonomian batam dan juga
sektor property di Batam” ' :

Kemudian Pak YP salah seorajng Pengusaha Distributor Barang di Batam
niemaparka'n sebagai berikut:
“pengusaha distributor Barang memiliki peran yaﬁg
penting dalam menjaga kestabilan harga barang konsumsi.
Yang dengan sendirinya akan berpengaruh terhadap kestabilan
tingkat upah pekerja.” L
Pak ES memaparkan mengenai dukungan para pélaksana dalam
pengimplementasian Kawasan Pérdagangan Beba Pelabuhan™ Bebas sebagai
berikut : -

. “Kalangan pendidikan tinggi seperti Politeknik Batam
senantiasa mendukung penyediaan sumber daya manuasia yang
qualified untuk mendukung perkembangan industri di Batam.

Saat ini Politeknik Batam mendukung penyiapan SDM Teknik
Informatika, Teknik Geomatika, Animasi, Multimedia Jaringan,
Elektronika  Manufaktur,  Teknik  Elektronika,  Teknik
Instrumentasi, Teknik Mekatronika, Teknik Robotika, Teknik

Mesin, Perawatan Pesawat Udara, Teknik Perencanaan dan
Konstruksi Kapal.”

Tingkat kepatuhan dan daya tanggap aktor pelaksana dalam implementasi
Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas
dan Pelabuhan Bebas Batam adalah sebagai berikut :

1) Pengembémg Properti siab mendukung penyediaan perumahan untuk
pengembéngan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas,

2) Pengusaha distributor barang mendukung dalam menjaga kestabilan harga yang
akan berpengaruh terhadap kestabilan tingkat upah pekerja,

3) Kalangan pendidikan tinggi mendukung penyediaan sumber daya manusia yang

qualified untuk pengembangan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan

Bebas Batam,
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4) Bea Cukai mengharapkan FTZ Batam menyeluruh diganti dengan enclave
karena dianggap sebagai salah satu penyebab maraknya penyelundupan,

5) Pemerintah Kota batam mengharapkan FTZ Batam diganti dengan KEK,

. karena dianggap _m‘enjédi penyebab adanya dualisme pemerintahan di Batam.
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BABYV

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil ' penelitian dan pembahasan mengenai Implementasi
Peraturan Pemerintah nomor 46 tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas
Pelabuhan Bebas Batam, , diukur melalui-6 variabel Isi Kebijakan (content of
policy) yang mempengaruhi yaitu Interest Affected (kepentingan-kepentingan
yang mempengaruhi), Type of Benefits (tipe manfaat), Extent of Chénge Envision
(derajat perubahan yang ingin dicapai), Site of Decision Making (letak
pengambilan keputusan), Program implementer (pelaksana program), Resources
Commited (sumber-sumber daya yang digunakan) dan 3 variabel Lingkungan
Kebijakan (context of policy) yaitu : Power, Interest, and Strategy of Actor
Involved (kekuasaan, kepentingan-kepentingan, dan strategi dari aktor yang
terlibat), Institution and Regime Characteristic (karakteristik lembaga dan rezim
yang berkuasa), dan Compliance and Responsiveness (tingkat kepatuhan).
5.1.1. Késimpulan Setiap Aspek |

Sebagai penelitian kualitatif yang tidak menggeneralisir fenomena, secara
detail kesimpulan untuk setiap éspek Implementasi Kebijakan Publik menurut
teori Merilee S. Grindle adalah sebagai berikut :

1. Kepentingan-kepentingan Yang Terpengaruhi Kebijakan

Kepentingan yang terpenéaruhi dari implementasi Peraturan Pemerintah

nomor 46 tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas Pelabuhan Bebas
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Batam yaitu Badan Pengusahaan Batam untuk kelangsungan organisasinya,
Pemerintah Pusat berkepentingan mengamankan Batam sebagai Kawasan -

Strategis Nasional dan Kawasan Perbatasan, Pemerintah Kota berkepentingan

- untuk keluar dari bayang-bayang pengelola FTZ dan mehguasai wilayah dan

lahan di Batam, Bea Cukai berkepentingan untuk memperbesar kewenangannya,

dengan adanya FTZ kewenangan Bea Cukai di Batam tetap kecil, Pengusaha

berkepentingan mendukung FTZ untuk menghindari birokrasi yang rumit dan
aliran barang yang lebih lancer, Masyarakat berkepentingan mendukung FTZ
untuk tetap menikmati harga barang bebas pajak, Kementrian Keuangan

berkepentingan memperbesar target penerimaan pajak, yang mana dengan adanya

FTZ target penerimaan pajak dari Batam. lebih kecil dibandingkan dengan tidak

adanya FTZ di Batam, Kepentingan politik berkepentingan menggulirkan issue-
issue po'pulis untuk menarik dukungan suara masyarakat, misalnya issue bahwa
dengan adanya FTZ maka lahan di Batam tidak dapat dijadikan Sertifikat Hak
Milik. Padahal status lahan Batam Hak Pengelolaan tidak ada kaitannya dengan
status batam sebagai FTZ.

2. Tipe Manfaat Dari Implementasi Kebijakaﬁ

Manfaat dari Implementasi Peraturan Pemerintah nomor 46 tahun 2007
tentang Kawasan Perdagangan Bebas Pelabuhan Bebas Batam yaitu, Free flow of

goods, people and money, Aliran barang relatif lebih simple terdiri dari 3 jenis

aliran barang, Mendatangkan Penanaman Modal Asing, Insentif bebas PPnBM

untuk pengembangan UMKM dan Industry Kreatif, Meningkatkan Export,
Menekan harga bahan baku impor karena tidak- kena pajak (tangible cost),

Meningkatkan lapangan pekerjaan, Menurunkan barang-barang konsumsi
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sehingga dapat menurunkan laju _kenaikan upah pekerja, Memperlancar custom
clearancé di Pelabuhan (intangible cost), dan Mengurangi red tape.
3. Derajat perubahan yang ingin dicapai

Derajat perubahan yang ingih dicapai dari implementasi Peraturan
Pemerintah nomor 46 tahun 2007 tentang Kawasan Perdagémgén Bebas Pelabuhan
Bebas Batam yaitu Meningkatkan ekspor, tenaga kexja, PMA, pertumbuhan
ekonomi, Menciptakan brand name Batam — Indopesia, dan Menjadi kontributor
utama ekonomi nasional | |

4. Kedudukan Pembuat Kebijakan

Kedudﬁkan pembuat kebijakan dalam implementasi Peraturan Pemerintah
nomor 46 tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas Pelabuhan Bebas
Batam yaitu bahwa meskipun dasar hukum Kawasan Perdagangan Bebas
Pelabuhan Bebas Batam cukup tinggi berupa Undang-undang, namun undang-
undang FTZ sendiri mengatur kedudukan FTZ di bawah otonomi
daerab/Gubernur. Sehingga tidak dapat lepas dari pengaruh kepentinganvpolitik.
Juga masih terdapat batas-batas kewenangan, pengaruh dan wilayah kerja yang
abu-abu dan komitmen Pemerintah Daerah‘ yang bersangkutan untuk
melaksanakan pengelolaan Kawasan Perdagangan Bebas Pelabuhan Bebas Batam.

5. Pelaksana Kebijakan

Pélaksana Kebijakan implementasi' Peraturan Pemerintah nomor 46 tahun
2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas- Pelabuhan Bebas Batam terstruktur
dan terkoordinasi mulai dari tingkat Pusat hingga ke tingkat daerah yaitu Badan
Pengusahaan Batam, Bea Cukai, Imigrasi, BKPM, Kementrian Keuangan.

6. Sumber-sumber Daya Yang Digunakan
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Sumber daya yang digunakan baik sumber daya manusia maupun pembiayaan

'.dari implementasi Peraturan Pemerintah nomor 46 tahun 2007 tentang Kawasan

Perdagangan Bebas Pélabuhan Bebas Batam terdiri da'ri. Dewaﬂ Kawasan
Perdagangan | Bebas dan Pelabuhan Bebas dan Dewan Pénga'was Badan
Pengusahaan Batam. Koordinasi dilakukan melalui Tim Teknis Dch Kawasan
yang diketuai oleh Sekretaris Menteri Koordinator Perekonomian dan
beranggotakan départemen dan kementrian = terkait, perwékilan Provinsi
Kepulauan Riau, DPRD Provinsi Kepulauan Riau dan Perwakilaﬁ Pemerintah
Kota Batam.

7. Kekuasaan, Kgptentingan dan Strategi Aktor Yang Terlibat

Kekuasaan, Képentingan dan Strategi Aktor yang terlibat dalam implementasi
Peraturan Pemerintah nomor 46 tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas
Pelabuhan Bebas Batam yaitu Kepentingan politis untuk menghapus status tanah
di Batam dari tanah negara menjadi tanah yang dapat dikuasasi masyarakat berupa
sertifikat hak milik; Pengusaha>mengharapkan status FTZ dipertahankan bahkan
diperkuat menjadi FTZ plus-plus dengan diberikan insentif tambahan, Presiden .
mengharapkan Batam dapat kembali bangkit dan memperhatikan pengembangan
pariwisata.

8. Karakteristik Lembaga dan Rezim Yang Berkuasa

Karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa dalam implementasi
Peraturan Pemerintah nomor 46 tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas
Pelabuhan Bebas Batam yaitu terdapat kesulitan ‘dalam mencari kesepakatan
diantara pemangku kepentingan terkait status Batam apakah sebagai FT1Z, KEK,

FTZ plus-plus dan lainnya. Terdapat pemangku  kepentingan yang
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memiliki kepentingap untuk memperbesar kewenangannya dengan
menfadakan status FTZ Batam. Pemangku kepentingan s_eperti' pengembang
pr’qperty, pengusaha UMKM dan Industri Kreatif melihat adanya ketidakpastian
dari para pemangku kepentingan dalam implementasi Peratuuran Pemerintah
nomor 46 tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas Pelabuhan Bebas
Batam.
9. Tingkat Kepatuhan dan Daya Tanggap Aktor Pelaksana
‘Tingkat kepatuhan dan daya tanggap aktor pelaksana. dalam implementasi
Peraturan Pemerintah nomor 46 tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas
Pelabuhan Bebas Batam antara lain Pengembamg Property siap mendukung
penyediaan perumahan untuk pengembangan Kawasan Perdagangan Bebas
Pelabuhan Bebas, Pengusaha distributor barang mendukung dalam menjaga
kestabilan harga yang akan berpengaruh terhadap kestabilan tingkat upah pekerja,
Kalangan pendidikan ﬁnggi mendukung penyediaan sumber daya manusia yang
qualiﬁéd untuk pengembangan Kawasan Perdagangah Bebas Pelabuhan Bebas
Batam, Bea Cukai mengharapkan FTZ Batam menyeluruh diganti dengan enclave
karena dianggap sebagai salah satu penyebab maraknya penyelundupan,
Pemerintah Kota batam mengharapkan FTZ Batam diganti dengan KEK, karena

dianggap menjadi penyebab adanya dualisme pemerintahan di Batam.

5.1.2. Kesimpulan Umum

Implementasi Peraturan Pemerintah nomor 46 tahun 2007 tentang Kawasan
Perdagangan Bebas Pelabuhan Bebas Batam masih memerlukan harmonisasi antar

pemangku kepentingan, khususnya antara. BP Batam dengan Pemerintah Kota
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Batam yang memiliki tugas pokok dan fungsi yang berbeda namun dalam

implementasinya terjadi tarik;menarik kewenangan.
Sesuai dengan amanat Undang-undang Pemerintah Daerah nomor 23 tahun

2014, di Kawasan Perdagangan Bebas PelaBuhan Bebas perlu diatur kewenangan .

‘Pemerintah Darah dalam sebuah Peraturan Pemerintah.

5.2.Saran
5.2.1. Saran Setiap Aspek

Berdasarkan kesimpulan yang telah djémbil, maka peneliti memberikan saran
sebagai. berikut:

1. Kepentingan-kepentingan Yang Terpengaruhi Kebijakan

Mengingat kompleksitas kepentingan yang terpengaruhi dari implementasi
Peraturan Pemerintah nomor 46 tahun 2_007. tentang Kawasan Perdagangan Bebas
Pelabuhan Bebas Batam maka peneliti menyarankan perlunya sinergitas atau
harmonisasi antar kepentingan, khususnya antara BP Batam dengan Pemerintah
Kota Batam yang memiliki tugas pokok dan fungsi yang berbeda namun dalam
implementasi dapat terjadi tarik-menarik kewenangan. Sesuai dengan amanat
Undang-undang - Pemerintah Daerah nomor 23 tahun 2014, di Kawasan
Perdagaﬁgan Bebas Pelabuhan Bebas perlu diatur kewenanangan daerah dalam
Peraturan Pemerintah.

2. Tipe Manfaat Dari Implementasi Kebijakan

Manfaat dari .Implementasi Pe'raturan_ Pemerintah nomor 46 tahun 2007
tentang Kawasan Perdagangan Bebas Pelabuhan Bebas Batam dengan aliran
barang yang relative lebih simple, ‘insentif bebas PPnBM, lebih sedikitnya custom

cleareance dapat mend_atangkan Penanaman Modal Asing, menumbuhkan UMKM
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dan industri kreatif, menciptakan lapangan kérja dan rﬁeningkatkan eksport.
Peneliti meﬁyarzinkén penerapan FTZ ditingkatkén menjadi FTZ plﬁs—plus dengan
menambahkan inséntif-ingentif yang dapat menarik investasi taﬁpa
menghilangkan status FTZ.

‘3. Derajat perubahan yang ingin dicapai

Derajat perubahan yang ingin dicapai dari implementasi Peraturan
Pemerintah nomor 46 tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas Pelabuhan
Bebas Batam yaitu meningkatkan eképor, tenaga keljé, PMA, d‘a'n pertumbuhan
ekonomi dalam rangka menjadi kontributor utama gkonomi nasional. Peneliti
menyarankan agar Batam mempunyai target yang terukur, misalnya menjadi
penﬁmb@g PDRE nomor 5 secara nasional dalam 5 tahun.

4. Kedudukan Pembuat Kebijakan

Undang-undang FTZ mengatur kedudukan pelaksana FTZ dipilih oleh
otonomi daerah/Gubernur. Sehingga tidak dapat lepas dari pengaruh kepentingan
politik. Peneliti menyarankan perlunya penyempurnaan Undang-undang FTZ agar
pengelola FTZ dipilih langsung oleh Presiden seperti halnya awal pembangunan
Batam yang mana hal ini dicontoh oleh negara Malaysia dengan Johor
Iskandarnya yang langsung di Batam Perdana Menteri Malaysia.

5. Pelaksana Kebijakan

Pelaksana Kebijakan implementasi Peraturan Pemerintah -' nomor 46 tahun
2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas Pelabuhan Bebas Batam terstruktur
dan terkoordinasi mulai dari tingkat Pusat hingga ke tingkat daerah yaitu Badan

Pengusahaan Batam, Bea Cukai, Imigrasi, BKPM, Kementrian Keuangan. Peneliti
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menyarankan unsur bea cukai dapat di bawah kendali operasi Badén Pengusahaan
Batam untuk lebih meniperlancaf lalu lintas barang. -

6. Sumber-sumber Daya Yang Di gunakan

Sumber daya yang di gupakan baik sumber daya manusia maupun pembiayaan
dari implementasi Peraturan Pemerintah nomor 46 fahun 2007 tentang Kawasan
Pérdagangan Bebas Pelabuhan Bebas Batam terdiri dari Dewan Kawasan
Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas dan Dewan Pengawas Badan
Pengusahaan Batam. Koordinasi dilakukan melalui Tim Téknis Dewan Kawasan
yang diketﬁai oleh Sekretaris Mgnteri Koordinator Perekonomian dan -
beranggotakan' -.departemen dan kementrian terkait, perwakilan Provinsi
Kepulauan Riau, DPRD Provinsi Kepulauan Riau dan Perwakilan Pemerintah
Kota Batam. Peneliti menyarankan perlunya kebijakan SDM yang flezible unfuk
mengikuti perkembangan dunia bisnis yang spesifik, dukungan fleksibilitas
finansial untuk pengembangan pendidikan vokasi dan dukungan pembiayaan
APBN yang lebih besar agar Batam dapat bersaing dengan kompetitor kawasan _
sejenis di lingkungan regional.

7. Kekuasaan, Kepentingan dan Strategi Aktor Yang Terlibat

Kekuasaan, Kepentingan dan Strategi Aktor yang terlibat dalam implementasi
Peraturan Pemerintah nomor 46 tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas -
Pelabuhan Bebas Batam sangat kompleks. Diperlukan sinergitas yang diatur oleh
Peraturan Pemerintah sesuai dengan amanat Undang-undang nomor 23 tahun

2014 tentahg Pemerintah Daerah.
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8. Karakteristik Lembaga dan Rezim Yang Berkuasa

Karakteristik lembaga‘ ‘dan rezim yang berkuasa dalam implementasi .
Peraturan Peﬁlerintah nomor 46 tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas
Pelabuhan Bebas Batam peneliti menyarankan perlunya konsensus nasional
tentang kepastian hokum status Batam. .FTZ- yang sudah ditetapkan untuk jangka
waktu 70 tahun agar konsisten dijalankan.

9. Tingkat Kepatuhan dan Daya Tanggap Aktor Pelaksana

Tingkat kepatuhan dan daya tanggap aktor pel'aksana dalam .implementasi
Peraturan Pemerintah nomor 46 tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas -
Pelabuhan Bebas Batam, peneliti menyarankan untuk dibuat Peraturan Pemerintah
tentang hubungan kerja antar pemangku kepentingan di Kawasan Perdagangan -
Bebas Pelabuhan Bebas Batam, dan diadakan koordinasi rutin antar pemangku
kepentingan, seperti hahlyé pernah dilaksanakan pada waktu pembentukan
Kotamadya Batam melalui Peraturan Pemerintah nomor 34 tahun 83 , menyadari

adanya dua institusi yang berperan dalam pengelolaan Batam, maka pemerintah

‘pada waktu itu menyadari adanja potensi irisan atau tumpang tindih pelaksanaan

kewenangan. Maka pemerintah waktu itu segera menerbitkan Keputusan Presiden
Nomor 7 Tahun 1984 Tenténg Hubungan Kerja antara Kotamadya Batam dengan

Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam tanggal 23 Februari 1984

~ yang mengatur Badan Pelaksana Otorita pengembangan daerah industri pulau

batam sebagai pihak yang membangun infrastruktur dan suprastruktur di Batam
dan Walikota madya batam sebagai pihak yang bertanggungjawab dibidang
pemerintahan. Dalam Keputusan Presiden tersebut diatur pula bahwa

Walikotamadya batam bersama Otorita pengembangan daerah industri pulau
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batam secara priodik mengadakan rapat kordinasi dengan instansi-instansi
pémerintah lainnya guna mewujudkan sinkronisasi progrém diantara mereka
5.2. Saran Umum | |

Dalam rangka melakukan harmonisasi antar pemangku képentingan dalam
implementasi Kawasan Perdagangan Bébas Pelabuhan Bebas Batam, diperlukan
adanya Per;ituran Pemerintah mengenai kewenangén 'Pemerintah Daerah dalam
Kawasan Pérdagangan Bebas Pelabuhan Bebas Batam, sesuai dengan amanat
Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-
Undang nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan,
Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten

Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam.
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